Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Koran Harian Berita Kota Makassar by Kasim, Kasim
iPENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK
PADA KORAN HARIAN BERITA KOTA MAKASSAR
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sosial Jurusan Jurnalistik
pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar
Oleh
K A S I M
50500107068
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2013
ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Dengan penuh kesdaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan
bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari
terukti bahwa isi skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh
orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.
Makassar, 26 Maret 2013
Penyusun
KASIM
NIM : 50500107068
iii
PENGESAHAN SKRIPSI
Skripsi yang berjudul, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Koran Harian
Berita Kota Makassar”, yang disusun oleh Kasim, NIM: 50500107068, Mahasiswa
Jurusan Jurnalistik pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar,
telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada
hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2012, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Komunikasi Jurusan
Jurnalistik ( dengan beberapa perbaikan ).
Makassar, 24 Maret 2013
DEWAN PENGUJI :
Ketua : Dr. Hj. Muliaty Amin, M.Ag ( )
Sekretaris : Drs. Alamsyah, M.Hum ( )
Munaqisy  I : Muhammad Anshar Akil, ST.,M.Si ( )
Munaqisy  II : Ramsia Tasruddin, S.Ag.,M.Si ( )
Pembimbing I : Dr. Mustari Mustafa, M.Pd ( )
Pembimbing  II : Dr. Firdaus Muhammad, M.Ag ( )
Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar,
Dr. Hj. Muliaty Amin M.Ag.
NIP. 19540915 198703 2 001
iv
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta
nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini
dengan judul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Harian Berita Kota Makassar”
sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Dakwah
dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan
bimbingan berbagai pihak maka tugas akhir ini sulit untuk terwujud. Untuk itu dalam
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-
basarnya kepada: Kedua orang tua dan kakak, adik yang selalu mendo’akan, serta
memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Selain itu pada kesempatan ini
tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Rektor, beserta Pembantu Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
Alauddin Makassar.
3. Dr. Firdaus Muhammad, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Drs Alamsyah, M.
Hum, selaku Sekretaris Jurusan Jurnalistik dan segenap dosen dan Staf Tata
Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alaauddin Makassar.
4. Dr. Mustari Mustafa M.Pd. dan Dr. Firdaus Muhammad masing-masing sebagai
pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran
untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan Staf yang membantu penulis
dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala perpustakaan FakultasDakwah dan Komunikasi beserta staf yang telah
memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
v7. Muhammad Arsan Fitri selaku Pimpinan Redaksi Harian Berita Kota Makassar
dan yang selalu membantu, mendoakan, dan memberikan semangat, arahan, untuk
penulis dalam menyelesaikan proses penelitian.
8. Rekan-rekan angkatan 2007 yang telah memberikan semangat dan dorongan
selama penyusunan tugas akhir ini.
9. Dan terakhir, untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan
tugas akhir ini.
Penulis menyadari sepenuhnnya bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini
masih banyak kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis
mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna memperbaiki tugas
akhir ini.
Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan
bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Makassar, 26 Maret 2012
Penulis
K A S I M
50500107068
vi
DAFTAR ISTILAH (GLOSSARY)
A
Acta diurna : catatan harian yang digunakan kerajaan Romawi
agents of change : agen perubahan
B
Bina Baru : Nama koran harian Berita Kota Makassar sebelum beruba
menjadi Berita Kota Makassar
C
Comon sense : Akal sehat
E
Etnografi : deskripsi tentang kebudayaan suku-suku bangsa yg hidup
Enkulturasi : pembudayaan
F
Fugger Zeitungen : surat-surat berita yang diperoleh dan dihimpun oleh
keluarga Fugger dari tahun 1568-1605.
G
Getakeeper : orang atau satu kelompok yang dilalui suatu pesan dalam
perjalanannya dari sumber kepada penerima.
I
To Influence : Mempengaruhi
M
Mass mediated : Media massa
P
Penerapan : transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu  generasi ke
generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat
Publcity : penyebaran kepada khalayak atau kepada publik
Periodicity : Keteraturan dalam pemberitaan
Place : Tempat
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................. i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI . ............................. ii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... iii
KATA PENGANTAR . .............................................................................. iv
DAFTAR ISTILAH (GLOSSARY ............................................................ vi
DAFTAR ISI . ............................................................................................. vii
ABSTRAK . ................................................................................................ ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................... 1
B. Rumusan Masalah . .................................................................... 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian . .............................................. 8
D. Garis-garis besar Isi Skripsi ....................................................... 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Dasar . ............................................................................... 11
1. Komunikasi ......................................................................... 11
2. Komunikasi Massa . ............................................................ 13
3. Teori Gatekeeper . ............................................................... 15
viii
B. Devinisi Konsep . ....................................................................... 18
1. Pengertian Etika .................................................................. 18
2. Kode Etik ............................................................................ 34
3. Jurnalistik ........................................................................... 39
4. Kode Etik Jurnalistik .......................................................... 53
5. Surat Kabar (Koran) . .......................................................... 61
C. Alur Penelitian ........................................................................... 63
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode Penelitian . ..................................................................... 64
B. Teknik Pengumpulan Data . ....................................................... 65
C. Subjek Penelitian dan Informan . ............................................... 65
D. Waktu Penelitian . ...................................................................... 69
E. Teknik Analisis Data . ................................................................ 69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian .......................................................................... 70
1. Deskripsi Umum Harian Berita Kota Makassar .................. 70
2. Visi, Misi dan Logo Koran Harian BKM………………….. 74
3. Struktur Organisasi Koran Harian Berita Kota Makassar........... 75
ix
B. Pembahasan  . ............................................................................. 79
1. Pengetahuan Wartawan Tentang Kode Etik Jurnalistik. ..... 79
2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik . ....................................... 90
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan . ............................................................................... 101
B. .. Saran . ......................................................................................... 102
KEPUSTAKAAN ....................................................................................... 104
LAMPIRAN ...................................................................................... ......... 106
RIWAYAT HIDUP PENULIS .................................................................. 116
xABSTRAK
Nama : Kasim
NIM : 50500107068
Judul Skripsi : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Harian Berita Kota
Makassar
Skripsi ini meneliti tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Harian
Berita Kota Makassar, yang disajikan melalui pendekatan deskriptif dengan metode
kualitatif. Data hasil penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi.
Studi penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang
No. 40 Tahun 1999 Tentang Kode Etik Jurnalistik sangat dibutuhkan oleh para insan
pers yang mencari berita di lapangan. Kode Etik Jurnalistik tentunya diharapkan akan
menjadi bekal para wartawan untuk menekuni sebuah profesi jurnalistik sehingga
mereka dapat bekerja dengan baik dan benar. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan
oleh para wartawan dalam menekuni profesi ini sehingga mereka dapat
melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggaung jawabnya sebagai wartawan yang
profesional.
Instrumen (alat) penelitiannya adalah pedoman wawancara (inter view), dan
alat perekam (blacbery recorder).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harian Berita Kota Makassar telah
menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam Proses Pemeberitannya, namun masih ada
sebagian wartawan harian Berita Kota Makassar belum memahami secara
keseluruhan isi Kode Etik Jurnalistik karena beberapa faktor yaitu: pertama, latar
belakang pendidikan bukan dari jurusan komunikasi massa terkhusus jurnalistik,
kedua, belum perna mengikuti pelatihan jurnalistik terkhususmateri Kode Etik
Jurnalistik.
Adapun yang menjadi sumbangsih dari penelitian tentang Penerapan Kode
Etik Jurnalistik ini adalah untuk menjadi dasar pengetahuan, pegangan dan bekal
yaitu (bersifat preventif, penyaluran, penyesuaian, perbaikan dan pengembangan).
Usaha tersebut tidak berhenti sampai disitu tetapi kita berusaha memberikan motivasi
kepada wartawan untuk dijadikan sebagai pengangan yang sifatnya prinsipil dalam
menjalankan tugas sehari-harinya.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dewasa ini Teknologi komunikasi massa mengalami perkembangan yang
sangat pesat. Hal ini dibuktikan mudahnya berhubungan dengan orang yang berada di
negara lain. Jarak yang dulunya terasa amat jauh, kini sudah terasa amat dekat dengan
hadirnya alat telekomunikasi. Berbagai informasi dan peristiwa yang terjadi di
belahan dunia lain dengan mudah dan cepat diketahui.
Selain informasi dan peristiwa yang cepat, juga masyarakat dengan mudahnya
mendapatkan pilihan informasi. Masyarakat memiliki banyak pilihan informasi yang
didapatkan seperti informasi dari pers seperti surat kabar dan majalah, juga dari
media elektronik seperti radio dan televisi, bahkan sekarang ini muncul jaringan
internet yang memberikan informasi yang beragam dan mendunia.
Semakin cepatnya arus informasi, semakin beragamnya media yang ada dan
semakin mudah mendapatkannya, dan pada gilirannya akan meningkatkan kualitas
sumber daya manusia. Menurut Ziauddin Sardar dalam bukunya Tantangan Dunia
Islam Abad 21 bahwa informasi yang disajikan sekarang ini, merupakan suatu rahmat
bagi umat manusia. Hal ini dapat dilihat di televisi, surat kabar, dan majalah-majalah
2yang mewah.1 Untuk mendapatkan informasi atau berita, maka ini adalah tugas
seorang wartawan (jurnalis).
Namun dalam kegiatan pemberitaannya wartawan harus memberikan
informasi yang akurat, lengkap, jelas, jujur serta aktual, dan juga dapat memberikan
prediksi serta petunjuk ke arah perubahan dan transformasi. Selain itu wartawan pula
harus mempertanggungjawabkan berita yang didapatkannya. Meskipun pekerja
jurnalistik memiliki kebebasan,namun tidak dapat terlepas dari tanggungjawab.
Pers adalah salah satu lembaga yang sangat urgen dalam ikut mencerdaskan
serta membangun kehidupan bangsa, yang hanya dapat terlaksana jika pers
memahami tanggung jawab profesinya serta norma hukum guna meningkatkan
perannya sebagai penyebar informasi yang obyektif, menyalurkan , aspirasi rakyat,
memperluas komunikasi dan partisi pasi masyarakat, terlebih lagi melakukan kontrol
social terhadap fenomena yang timbul berupa gejala-gejala yang dikhwatirkan dapat
memberikan suatu dampak yang nengatif.
Dalam jurnalistik kita mengenal Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers yang
berdasarkan ketentuan pasal 15 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, merupakan
standar aturan perilaku dan moral yang mengikat para jurnalis dalam melaksankan
pekerjaannya. Namun pada kenyataannya semakin hari laporan masyarakat mengenai
pelanggaran semakin bertambah. Menurut penelitian Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI)
tahun 2009 ditemukan 88 persen wartawan yang ada di Indonesia tidak pernah
1 Ziauddin Sardaar, Tantangan Dunia Islam Abad 21, (Bandung: Mizan, 1993) , h. 24
3membaca dan memahami Kode Etik Jurnalistik, karena banyak wartawan yang
merasa Kode Etik Jurnalistik hanya membatas ruang gerak wartawan. Dari 45 peserta
kursus jurnalistik mengatakan tidak bisa menilis berita jika mengikuti Kode Etik
Jurnalistik yang ada2.
Dalam kegiatan penyebarluasan informasi koran Berita Kota Makassar
menggunakan media cetak sampai pada masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan pem
beritaan oleh koran Berita Kota Makassar tidak semata-mata untuk mencari
keuntungan, melainkan sesuai dengan prinsip-prinsip independen, netral, mandiri dan
program pemberitaannya senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat baik
dalam bidang informasi, pendidikan dan hiburan serta usaha-usaha lainnya.
Oleh karena itu yang dibutuhkan seorang wartawan adalah kejujuran.
Kejujuran dalam mengumpulkan data, mengola dan menyajikan berita, sehingga
wartawan harus memahami etika profesinya sebagai jurnalis. Seorang wartawan yang
melebih-lebihkan sebuah berita dengan maksud untuk membuat berita itu lebih heboh
dan sensasional merupakan pelanggaran etika jurnalistik.
Wartawan yang dengan mudah tergoda untuk memperuncing fakta-fakta
dengan menghilangkan sebahagian berita, menfokuskan suatu detail yang kecil tetapi
menyentil, atau dengan memancing kutipan-kutipan yang provokatif, yang tujuannya
bukanlah untuk mengatakan suatu kebenaran melainkan untuk menarik perhatian.3
2 Kompas, Edisi Rabu tanggal 19 April 2006, h. 25
3 William L. Rivers dan Cleve Mathews, Ethic for The Media diterjemahkan oleh Arwah
Setiawan dan Danan Priyatmokop, dengan judul Etika Media ( Jakarta: Gramedia,
1994), h. 60
4Wartawan seperti inilah yang melanggar etika dalam jurnalistik. Allah telah
berfirman
QS. Al-Nahl (16) : 116
                  
                         
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu mengatakan apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta''
ini halal dan ini haram' untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah.
Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah
beruntung.4
Melihat ayat tersebut diatas, maka seorang wartawan dilarang keras untuk
melakukan kebohongan dalam menyajikan berita karena akan merugikan orang
banyak dan bahkan dirinya sendiri, Melihat peran dan fungsi wartawan sebagai
pemberi informasi dan pendidik massal, memberikan hiburan, melakukan
pengawasan oleh masyarakat, penyalur aspirasi rakyat banyak, pembentuk
kecenderungan pendapat masyarakat, kelompok penekan yang dapat turut
mempengaruhi dan mewarnai kebijakan politik negara dan pembela kebenaran dan
keadilan.5
4 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Depertemen Agama
RI, 1982), h. 419
5 Ahmad Y. Samantho, Jurnalistik Islam (Panduan Praktis bagi para Aktivis Muslim),
(Jakarta: Harakah, 2002), h.64
5Beberapa dari peran dan fungsi wartawan di atas, maka peran dan fungsi
sebagai pembela keadilan dan kebenaran dianggap hal yang sangat penting, karena
dapat melakukan control di tengah-tengah masyarakat terhadap kemungkaran yang
terjadi. Fungsi keadilan ini juga banyak diakui oleh orang sebagai fungsi yang
bersifat universal dan ideal. Fungsi kebenaran dan keadialan ini berkaitan dengan
sistem nilai , norma, etika dan agama.
Bagi pekerja jurnalistik, kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik merupakan
hal yang sangat penting dan wajib bagi pekerja jurnalistik. Tanpa memperhatikan
Kode Etik Jurnalistik maka pekerjaan jurnalistik dapat saja menyebarkan berita-berita
bohong yang dapat menyesatkan semua pembaca.
Kode etik jurnalistik adalah landasan moral bagi wartawan yang berisi kaidah
penuntun serta pemberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa
yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas
jurnalistiknya.
Etika jurnalistik adalah sebuah aturan tentang bagaimana seharusnya secara
normatif, profesionalisme kerja wartawan dalam menyampaikan berita.
Profesionalisme wartawan adalah bagian dari kompetensi wartawan, yaitu mencakup
penguasaan keterampilan (skill), didukung dengan pengetahuan (knowledge), dan
dilandasi kesadaran (awareness) yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan
fungsi jurnalistik. Menarik sekali bila membahas etika jurnalistik secara general, serta
penerapan etika profesi itu dalam kesehariannya. Jadi secara khusus wartawan harus
6sudah memahami seluk beluk kode etik tersebut dalam prakteknya wartawan sudah
dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut.
Dengan adanya kode etik, pers menetapkan sikapnya yang tegas mengenai
ruang lingkup dan batasan-batasan kebebasan pers, yaitu dengan menegaskan batas-
batas mana terjadi penyimpangan terhadap kepentingan pribadi, kepentingan negara
dan kepentingan publik. Melihat itu maka diperlukan adanya pemahaman dan
penerapan tentang etika jurnalistik. Demikianlah kritik terhadap pers media surat
kabar, dan tentunya peneliti berharap adanya perbaikan tatanan nilai etos kerja
profesionalisme wartawan sehingga mengurangi kelemahan-kelemahan pers.
Penelitian tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik menurut peneliti adalah
sesuatu yang sangat menarik dan “menantang” karena memberikan payung
perlindungan yang kuat, baik untuk pihak pers maupun untuk masyarakat luas,
terlebih bila itu ditinjau dari sudut pandang profesionalisme wartawan itu sendiri,
yaitu mengupas tuntas baik secara konseptual maupun secara praktis implementasi
wartawan dalam peliputan berita di masyarakat.
Pada penulisan ini, peneliti mengambil objek penelitian pada Koran Harian
Berita Kota Makassar yang merupakan media cetak lokal yang terbit di Kota
Makassar dan sekitarnya. Sebagai salah satu perusahaan pers yang sudah cukup lama
dan bergerak dibidang media cetak, Koran harian Berita Kota Makassar berusaha
untuk mewujudkan fungsinya sebagai lembaga pers. Hal terpenting yang harus
dimiliki oleh perusahaan pers dalam menunjang para wartawan dalam melakukan
7pekerjaan secara profesional adalah dengan dukungan yang baik dan tentunya
komunikasi yang efektif untuk mendukung terhadap tercapainya sasaran dan tujuan
perusahaan.
Sebagai media yang terus berkembang saat ini, koran harian Berita Kota
Makassar terus memprioritaskan para wartawannya untuk bekerja profesional dan
menaati rambu-rambu jurnalistik, sehingga memiliki karya jurnalistik yang
berkualitas. Hal itu dipengaruhi motivasi dan dedikasinya yang tinggi bagi
perusahaan.
Secara konseptual, pemberitaan perlu dilandasi oleh prinsip mengutamakan
kepentingan khalayak. Berdasarkan prinsip inilah para wartawan yang meliput berita
dituntut untuk mengerahkan segala sumber daya mereka dan menjalin komunikasi
yang baik dengan narasumber untuk melaporkan peristiwa dan pernyataan yang akan
menguntungkan khalayak.
Hal-hal yang dijelaskan di atas merupakan tantangan perusahaan media.
terutama koran Berita Kota Makassar dalam membina wartawannya, sehingga
memiliki kepribadian dan karakter yang baik guna meningkatkan pemahaman atas
landasan pers nasional sebagai rambu-rambu kerja seorang jurnalis.
` Dengan adanya pemahaman kode etik sebelum wartawan turun kelapangan
untuk mencari berita, para wartawan dituntut untuk mengeluarkan ide mereka dalam
diskusi dan pengarahan dari kepala redaksi atas segala tujuan yang akan dicapai
dengan masalah yang mungkin timbul tentunya dapat diselesaikan dengan jalan
musyawarah yang baik, dengan begitu di harapkan segala evaluasi yang mungkin
8timbul dapat memberikan perkembangan bagi perusahaan sehingga segala hasil karya
jurnalistik dapat diakui dan diterima oleh masyarakat secara umum yang
membutuhkan informasi pemberitaan bernilai tinggi dan dapat dipertanggung
jawabkan.
B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok
permasalahan adalah seberapa jauhkah Kode Etik Jurnalistik menjadi landasan dan
petunjuk bagi wartawa koran harian Berita Kota Makassar dalam menjalankan tugas
jurnalistiknya dengan sub bahasan sebagai berikut:
1. Bagaimana pemahaman Wartawan Koran Berita Koran Makassar terhadap
Kode Etik Jurnalistik?
2. Bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pada koran hariam Koran Harian
Berita Kota Makassar?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pemahaman wartawam Koran Harian Berita Kota
Makassar tentang Kode Etik Jurnalistik
b. Untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik  pada Koran Berita Kota
Makassar.
92.  Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pada kajian
Komunikasi secara umum dan konsentrasi Jurnalistik secara khusus yaitu tentang
penerapan Kode Etik Jurnalistik.
b. Kegunaan Praktis
1. Untuk memberikan wawasan yang komprehensip kepada semua pihak, baik
sebagai pelaku dalam jurnalistik (produsen) untuk dijadikan pengangan yang
harus dipedomani maupun sebagai pengguna (konsumen) untuk menilai hasil
kerja dari produsen.
2. Dengan adanya pembahasan ini, maka diharapkan akan menjadi salah satu
pelengkap dan referensi dalam memahami tentang jurnalistik khusunya kepada
orang-orang yang terlibat dalam jurnalistik ini, dan kepada kalangan akademis
bidang jurnalistik pada berbagai perguruan tinggi terkhusus lagi bagi
mahasiswa UIN yang mengambil jurusan ilmu komunikasi dengan konsentrasi
jurnalistik.
D. Garis-Garis Besar Isi
Sebagai gambaran awal tentang isi skripsi maka penulis dapat memberikan
penjelasan sekilas tentang gambaran atau garis-garis besar isi skripsi sebagai berikut:
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bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang
mengapa penulis memilih judul tersebut untuk diteliti dan dibahas secara mendalam.
Selanjutnya menarik rumusan masalah, kemudian deefinisi operasional dan ruang
lingkup penelitian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka,
metode penelitian yang digunakan, selanjutnya garis-garis besar isi skripsi.
bab kedua, penulis menguraikan kajian pustaka tentang pemikiran-pemikiran serta
teori yang berkaitan dengan judul penulis dalam hal ini Penerapan Kode Etik
Jurnalistik pada koran harian Berita Kota Makassar
bab ketiga, menguraikan metode penelitian yang meliputi jenis dan lokasi penelitian,
teknik pengumpulan, teknik analisis data.
bab keempat, memuat pembahasan dari hasil penelitian. Yang meliputi pembahasan
yang menjelaskan tentang  bagaimana penerapa Kode Etik Jurnalistik serta
pemahaman para wartawan koran harian Berita Kota Makassar terhadap Kode Etik
Jurnalistik.
Bab kelima, memuat kesimpulan akhir  sebagai jawaban atas semua batasan masalah
yang telah dirumuskan oleh peneliti untuk dapat dikembangkan pada masa yang akan
datang dan diakhiri dengan saran-saran yang konstruktif bagi pihak yang tekait.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Utnuk lebih jelasnya penulis akan  menguraikan secara sistematis teoritis
skripsi ini dimulai dari teori dasar menuju  defenisi konsep yang  juga di bahas oleh
penulis.
A. Teori Dasar
1. Komunikasi
Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris Communication, dan dari
bahasa latin communicatus yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama,
komunikasi diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan
aktivitas komunikasi tersebut. Komunikasi secara luas diartikan sebagai proses
penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan.
Kelley menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses melalui mana
seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata)
dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak). 1
1 Kelley H. H, Communication and Persuasion, (Yale University Press, 1953), h. 125
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Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa,
mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa? Dengan akibat apa atau hasil
apa? (who? says what? in which channel? to whom? with what effect).
Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan,
penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang
dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut
memberikan beberapa pengertian pokok yaitu komunikasi adalah suatu proses
mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan.
Setiap pelaku komunikasi dengan demikian akan melakukan empat tindakan :
membentuk, menyampaikan, menerima, dan mengolah pesan. Ke-empat tindakan
tersebut lazimnya terjadi secara berurutan. Membentuk pesan artinya menciptakan
sesuatu ide atau gagasan. Ini terjadi dalam benak kepala seseorang melalui proses
kerja sistem syaraf. Pesan yang telah terbentuk ini kemudian disampaikan kepada
orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bentuk dan mengirim pesan,
seseorang akan menerima pesan yang disampaikan oleh orang lain. Pesan yang
diterimanya ini kemudian diolah melalui system syaraf dan diinterprestasikan.
Setelah diinterprestasikan, pesan tersebut dapat menimbulkan tanggapan atau reaksi
dari orang tersebut. Apabila ini terjadi, maka si orang tersebut kembali akan
membentuk dan menyampaikan pesan baru. Demikianlah ke-empat tindakan ini akan
terus-menerus terjadi secara berulang-ulang.
Pesan adalah Produk utama komunikasi. Pesan berupa lambang-lambang yang
menjalankan ide/gagasan, sikap, perasaan, praktik atau tindakan. Bisa berbentuk kata-
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kata tertulis, lisan, gambar-gambar, angka-angka, benda, gerak-gerik atau tingkah
laku dan berbagai bentuk tanda-tanda lainnya. Komunikasi dapat terjadi dalam diri
seseorang, antara dua orang, diantara beberapa orang atau banyak orang. Komunikasi
mempunyai tertentu. Artinya komunikasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan
dan kepentingan para pelakunya. Seiring berjalannya waktu komukasi berkembang
menjadi Ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat
multidisipliner, tidak bisa menghindari perspektif dari beberapa ahli yang tertarik
pada kajian komunikasi, sehingga definisi dan pengertian komunikasi menjadi
semakin banyak dan beragam. Masing-masing mempunyai penekanan arti, cakupan,
konteks yang berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya saling melengkapi dan
menyempurnakan makna komunikasi sejalan dengan perkembangan ilmu
komunikasi.
2. Komunikasi Massa
Komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris, mass communication,
sebagai kependekan dari mass media communication. Artinya, komunikasi yang
menggunakan media massa atau komunikasi yang mass mediated. Istilah mass
communication atau communications diartikan sebagai salurannya, yaitu media massa
(mass media) sebagai kependekan dari media of mass communication. Massa
mengandung pengertian orang banyak, mereka tidak harus berada di lokasi tertentu
yang sama, mereka dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi, yang dalam
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waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-pesan komunikasi
yang sama. Massa meliputi semua orang yang menjadi sasaran alat-alat komunikasi
massa atau orang-orang pada ujung lain dari saluran. 2
Dari penjabaran tersebut penulis mengartikan bahwa komunikasi massa
adalah komunikasi yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang dan menggunakan alat
sebagai media dalam menyampaikan informasinya. Komunikasi masa memiliki ciri-
ciri yaitu3:
1. Bersifat tidak langsung, artinya harus melalui media teknis
2. Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta
komunikasi
3. Bersifa terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan anonim
4. Mempunyai publik yang secara tersebar.
Karakteristik pertama menyatakan bahwa pesan-pesan media tidak dapat
dilakukan secara langsung artinya jika kita berkomunikasi melalui surat kabar, maka
komunikasi kita tadi harus diformat sebagai berita atau artikel, kemudian dicetak,
didistribusikan, kemudian sampai ke audien. Antara kita dan audien tidak bisa
berkomunikasi secara langsung, sebagaimana dalam komunikasi tatap muka. Istilah
yang sering digunakan adalah interposed. Konsekuensinya adalah, karakteristik yang
kedua, tidak terjadi interaksi antara komunikator dengan audien. Komunikasi
2 Berlo,wiryanto, Teori Komunikasi Massa, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 233
3 Noelle Neumann, Rahmat Jalaluddin, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja
Rosdakarya), h. 175
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berlangsung satu arah, dari komunikator ke audien, dan hubungan antara keduanya
impersonal.
Karakteristik pokok ketiga adalah pesan-pesan komunikasi massa bersifat
terbuka, artinya pesan-pesan dalam komunikasi massa bisa dan boleh dibaca,
didengar, dan ditonton oleh semua orang. Karakteristik keempat adalah adanya
intervensi pengaturan secara institusional antara si pengirim dengan si penerima.
Dalam berkomunikasi melalui media massa, ada aturan, norma, dan nilai-nilai yang
harus dipatuhi. Beberapa aturan perilaku normatif ada dalam kode etik, yang dibuat
oleh organisasi-organisasi jurnalis atau media.
Dengan demikian, komunikasi massa Juga dapat didefinisikan sebagai suatu
jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah audien yang tersebar, heterogen,
dan anonim melalui media massa cetak atau elektrolit sehingga pesan yang sama
dapat diterima secara serentak dan sesaat.
3. Teori Gatekeeper
Teori dasar yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah teori
Gatekeeper, Istilah Gatekeeper pertama kali digunakan oleh Kurt Lewin pada
bukunya Human relation. Gatekeeper dapat berupa orang atau satu kelompok yang
dilalui suatu pesan dalam perjalanannya dari sumber kepada penerima.
Gatekeeper adalah penjagaan gerbang (seleksi) terhadap semua bahan-bahan
informasi yang berdatangan dari berbagai penjuru arah sumber informasi yang ada di
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kantor redaksi, hal ini terjadi karena terbatasnya ruang di satu pihak informasi yang
datang berjumlah banyak, dilain pihak ruang yang tersedia memuatnya terbatas. Hal
ini dapat diartikan bahwa Gatekeeper Merupakan satu gerbang yang bertugas
menyeleksi bahan berita di redaksional. Gatekeeper bertugas untuk menyeleksi
berita-berita yang layak disiarkan, yang baik menjadi headline, dan yang memiliki
daya pikat yang menarik bagi informan yang membutuhkan informasi.
Fungsi Gatekeeper dalam badan pers, pada umumnya dilakukan oleh
wartawan adalah orang-orang yang pekerjaannya mecari informasi. Informasi-
informasi yang dicari dan ditulis oleh wartawan, selanjutnya dikirim ke meja redaksi.
Wartawan pekerjaannya berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan
penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain.
Melalui fungsi Gatekeeper berbagai informasi yang masuk dari luar dikenakan
sensor, diperiksa dan diperiksa lagi. Kemudian diputuskan berdasarkan kebijkasanaan
redaksi yang diterbitkan. Dengan demikian informasi yang disajikan hasil olahan
didasarkan kepada kebijaksanaan redaksi dengan harapan mampu memberikan berita-
berita yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.4
Fungsi Utama Gatekeeper adalah untuk membatasi pesan yang diterima
komunikan. Editor surat kabar, majalah, penerbitan juga dapat disebut gatekeepers.
Seorang gatekeepers dapat memilih, mengubah, bahkan menolak pesan yang
disampaikan kepada penerima.
Fungsi tersebut diatas merupakan fungsi Gatekeeper dalam peranannya
4 McQuail, 1987, Teori Komunikasi Massa, (Jakarta: Salemba humanika, 1987), h. 162-163
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menyaring berita yang akan diinformasikan ke khalayak ramai, untuk mempermudah
wartawan dalam menyeleksi berita, kode etik dapat menjadi Gatekeeper yang baik
karena merupakan aturan yang berasal dari hati nurani profesi tersebut (Wartawan).
Keputusan Gatekeepers mengenai informasi yang harus dipilih atau ditolak
dipengaruhi oleh beberapa variabel. Bittner dalam bukunya mengidentifikasikan
variabel-variabel tersebut sebagai berikut5 :
1. Ekonomi, kebanyakan media massa mencari keuntungan dari memasang
iklan, sponsor dan kontributor yang dapat mempengaruhi seleksi berita
dan editorial.
2. Pembatasan ilegal, semacam hukum atau peraturan baik yang bersifat
local maupun nasional yang dapat mempengaruhi seleksi dan penyajian
berita.
3. Batas waktu, deadline dapat mempengaruhi apa yang akan di beritakan
4. Etika pribadi dan profesionalme dari seorang gatekeepers
5. Kompetisi, diantara media juga berpengaruh terhadap sebuah berita.
6. Nilai berita, intensitas sebuah berita dibandingkan dengan berita lainnya
yang tersedia dalam ruang berita, jumlah ruang dan waktu yang diperlukan
untuk menyajikan berita harus diseimbangkan.
7. Reaksi tahap feedback tertunda, menulis feedback dalam bentuk surat.
Ketujuh variable yang menjadi unsur penyaring keputusan Gatekeeper
tersebut menjelaskan bahwa peran KEJ sebagai Gatekeeper sangat berpengaruh
5 Bittner, Broadcasting and telecommunication, (Canada :1985), h. 58
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dalam penyeleksian berita, berita yang disiarkan  harus berkualitas sehingga intstansi
yang menerbitkan berita tersebut dapat menjaga mutu dari berita yang diberitakan dan
juga berita tersebut harus dapat menarik konsumen pembaca dari instansi tersebut
sehingga instansi tersebut dapat memperoleh laba dari iklan maupun hal lain yang
dapat menambah penghasilan dari instansi tersebut.
Yang berfungsi sebagai Gatekeeper pada harian Berita Kota Makassar adalah
Pimpinan Redaksi, orang yang sangat memahami konsep layak berita yang dianut
media tempat ia bekerja. Dalam bekerja, ia lebih mengutamakan kepentingan
medianya. Kalau ia merasa berita yang sedang ditangannya akan merugikan
medianya, misalnya tidak akan menguntungkan secara ekonomis, atau akan
menyebabkan pemerintah tersinggung, maka berita tersebut dianggap tidak layak
berita. Tidak heran kalau berita lantas merupakan hasil sebuah penerapan konsep
layak berita yang dipandu oleh gatekeeper. Akibatnya, sulit bagi orang untuk
menjadikan berita model begini sebagai cermin sebuah realitas sosial.
B. Defenisi Konsep
1. Pengertian Etika
Kata “etika” berasal dari bahasa yunani kuno, yaitu ethos (bentuk tunggal)
atau etha (bentuk jamak). Kata itu pada awalnya sekali berarti kebiasaan, adat,
akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam sejarah perkembangannya
kemudian, akhirnya, kata itu berarti moral. Istilah moral sendiri berasal dari bahasa
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Latin, yaitu dari kata mos (tunggal) atau mores (jamak), yang pada awalnya juga
berarti adat kebiasaan. Dengan kata lain, akar kata “etika” sama dengan akar kata
“moral,” tetapi yang pertama berasal dari bahasa Yunani dan yang kedua dari bahasa
Latin.
Dari berbagai macam pendapat dan teori tentang arti kata etika, secara umum
dapat di kumpulkan menjadi tiga arti:
1. Salah satu cabang tertua filsafat tentang moral.
2. Sistem nilai yang berisi pedoman dasar yang mengatur tingkah laku suatu
masyarakat.
3. Kumpulan nilai-nilai moral bagi suatu kelompok masyarakat atau profesi
tetentu yang dibuat dari, oleh, dan untuk masyarakat atau profesi itu sendiri
yang terutama berasal dan diukur berdasarkan hati nurani pengembangan
profesi tersebut6.
Dalam kaitan profesi, kata”etika” merujuk pada arti ketiga, yaitu
kumpulan nilai-nilai profesi tertentu yang dibuat  dari , oleh dan untuk profesi itu
sendiri.
Etika tidak hanya mengatur tata cara mengenai suatu hal, tetapi juga
menyangkut baik buruknya hal tersebut. Etika tidak hanya menyangkut  bagaimana
6 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, (Jakarta: Bumi Aksara,
2008),h.3
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sesuatu harus dilakukan, tetapi lebih jauh lagi apa yang harus dan boleh di lakukan
dan apa yang buruk dan tidak boleh dilakukan. Etika terutama menyangkut baik
buruk berdasarkan hati nurani. Dengan demikian, etika sebagai refleksi kritis
mengenai sifat dan tingkah laku manusia sepanjang menyangkut moral.
Ada berapa pendekatan etika dalam filsafat moral:
1. Etika diskriptif
Pendekatan etika diskriptip mendiskriptifkan atau melukiskan tingkah laku moral
secara luas, termasuk memberikan gambaran tentang tindakan yang dibolehkan dan
tidak dibolehkan. Etika diskriptif hanya sebatas melukiskan atau menguraikan dan
tidak memberikan penilaian mengenai baik buruknya moral tersebut.
2. Etika normatif.
Berbeda dengan etika diskriptif, dalam etika normatif sudah masuk kepada analisis
penilaian tentang baik dan buruk suatu moralitas. Etika normatif tidak lagi bersifat
netral tetapi sudah memberikan penilaian berdasarkan suatu  norma benar atau salah.
3. Etika metaetika
Etika metaetika mengkhususkan diri  kepada pembahasan pemakaian bahasa sebagai
refleksi moral. Bahasa atau ucapan dalam etika metaetika  menjadi ukuran moral
Secara etimologis, definisi berasal dari bahasa Latin definire yang berarti
“menandai batas-batas sesuatu, menentukan batas, memberi ketentuan, atau batasan
arti”. Jadi definisi dapat diartikan sbagai penjelasan apa yang dimaksudkan oleh suatu
istilah; dengan kata lain, definisi ialah sebuah pernyataan yang memuat penjelasan
tentang arti suatu istilah.
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Sebagaimana banyak istilah ilmiah dan kefilsapatan lainnya, kata ini “etika”
pun diperoleh dari orang-orang Yunani. Secara etimologis, kata “etika” berasal dari
bahasa Yunani, “etos”. Kata yang berbentuk tunggal ini berarti “adat atau kebiasaan”.
Bentuk jamaknya adalah “ta etha” – artinya adat kebiasaan
Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani, menulis  sebuah buku untuk anaknya,
Nikomachus, tentang kaidah-kaidah perbuatan manusia. Buku itu diberi judul Ethika
Nikomacheis. Pada perkembangan selanjutnya, istilah etika menjadi istilah teknis
untuk ilmu pengetahuan yang memyelidiki soal-soal dan kaida-kaidah  kelakuan,
serta perbuatan manusia. Jadi, jika istilah etika dibatasi pada asal-usul kata seperti
yang disebutkan di atas, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa
dilakukan manusia; atau ilmu yang mempelajari adat kebiasaan. Memang, menelusuri
arti etimologis (asal-usul kata) saja belum cukup untuk memahami apa yang
dimaksud dengan “etika”. Karena itu, batasan yang diberikan para ahli berikut ini
sedikit banyak dapat mendekatkan pemahaman kita dalam upaya menjawab “Apa itu
Etika?”berikut pengertian etika yang dikutip aleks sobur dalam buku etika pers7:
a. Etika ialah teori tentang perbuatan manusia, yaitu ditimbang menurut  baik dan
buruknya
b. Etika ialah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan atau moral.
7 Sobur, Etika Pers (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), h.206
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c. Etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk
dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui
oleh akal pikiran.
Berdasarkan beberapa definisi yang disebutkan di atas, dapat sisimpulkan
bahwa “etika adalah ilmu yang membicarakan maasalah baik dan buruknya perilaku
manusia dalam kehidupan bersama”. Jelaslah bahwa sebagai sebuah istilah, etika
sekurang-kurangnya mengandung dua pengertian, yakni [1] sebagai ilmu, dan [2]
pedoman bagi baik-buruknya perilaku.
Kata “etika” menunjuk pada dua hal, pertama, disiplin ilmu yang mempelajari
nilai-nilai dan pembenarannya; kedua, pokok permasalahan disiplin ilmu itu sendiri,
yaitu nilai-nilai hidup yang sesunggguhnya dan hukum-hukum tingkah laku kita.
Kedua hal diatas berpadu dalam kenya-taan bahwa kita bertingkah laku sesuai dengan
hukum-hukum, adat, dan harapan-harapan yang kompleks dan terus berubah.
Akibatnya, kita harus merenungkan tingkah laku dan sikap kita, membenarkannya,
dan kadang-kadang memperbaikinya.
Sebagai ilmu, etika berarti suatu disiplin pengetahuan yang merefleksikan
masalah-masalah moral atau kesusilaan secara kritis dan sistematis. Etika sebagai
ilmu, menurut Sudarminta, biasanya dipahami sebagai cabang ilmu filsafat; filsafat
moral. Etika sebagai ilmu sebenarnya dapat juga tidak bersifat filosofis, tetapi
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teologis, dan disebut teologi moral8. Kalau etika filosofis secara metodis selalu
merefleksikan permasalahan moral berdasarkan penalaran akal-budi dan nilai-nilai
kemanusiaan pada umumnya, etika teologis secara metodis bersumber pada
pengalaman iman sebagai tanggapan atas wahyu dalam lembaga agama tertentu.
Sebagai pedoman baik buruknya perilaku, etika adalah nilai-nilai, norma-
norma, dan asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan yang umum diterima bagi
penentuan baik-buruknya perilaku manusia atau benar-salahnya tindakan manusia
sebagai manusia. Sehubungan dengan pelbagai rumusan pengertian etika di atas,
perlu pula kiranya diberikan beberapa catatan, yakni, walaupun dalam Encylopedia
Britanika etika dengan tegas dinyatakan sebagai filsafat moral [yaitu studi yang
sistematis mengenai sifat dasar konssep-konsep tentang nilai baik, buruk, harus,
benar, salah, dan sebagainya], tetap saja kurang dapat memberikan gambaran yang
lengkap tentang bagaimana etika dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan
manusia. Lebih-lebih bila dikaitkan dengan perkembangan etika kontemporer yang
sudah sedemikian luas jangkauannya. Ini berarti, definisi dari suatu disiplin ilmu
selalu saja kurang memadai dengan apa yang ingin diungkapkannya. Namun
demikian, penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun
oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia seperti yang
disebutkan di atas, yang membedakan etika kedalam tiga arti, untuk sementara
8 Sudarminta, Epistemologi dasar: pengatar filsafat pengetahuan,
(Yogyakarta:Kanisius,1993),h.106
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memang dirasakan cukup memuaskan karena pengertian atau penjelasannya relatif
lebih lengkap.
Memahami etika, pada dasarnya, adalah bagian dari etika kita, yakni berbuat
sesuatu dengan alasan, dan bila diminta kita dapat memberi alasan mengapa kita
berbuat sesuatu. Jadi, tidaklah cukup bagi seseorang yang telah berumur delapan
tahun, misalnya, hanya mengerjakan apa yang disuruh. Orang perlu mengetahui
alasannya mengapa dia berbuat sesuatu  dan juga harus berani mengatakan “tidak”
Bila disuruh melakukan perbuatan yang salah. Studi etika mengajarkan kita
untuk dapat menghargai sistim alasan secara keseluruhan. Ini hanya dimungkinkan
bila orang mempunyai etika. Memhami apa yang kita kerjakan berikut alasannya,
dalam etika sama pentingnya dengan berbuat itu sendiri.
Manfaat etika adalah memberiakan sesuatu seperti apa yang diberikan oleh
setiap ilmu pengetahuan, yaitu memenuhi keingin tahuan manusia.
Manusia ingin mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang sistemik,
teratur, mengenai gejala-gejala yang bersangkutan dengan dirinya. Salah satu
diantaranya ialah kesusilaan. Oleh sementara ahli filsafat, gejala ini di anggap
merupakan sesuatu yang sangat penting dan menarik karena ia menyebabkan kita
selalu bersentuhan dengan segi hakiki kehidupan manusia. Sesungguhnya, manusia
itu sendiri. Jadi, tidak mengherankan bahwa hasrat terhadap pengetahuan terarah
kepada manusia sebagai makhluk susila.
Kata “sila” yang terdapat dalam bahasa Sansekerta dan kesusastraan Bali Serta
kebudayaan Budha, mempunyai banyak arti. Pertama, “sila” berarti norma (kaidah),
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peraturan hidup, perintah. Kedua, kata itu menyatakan pula keadaan batin terhadap
peraturan hidup sehingga dapat berarti juga sikap keadaan, siasat batin, perikelakuan,
sopan-santun, dan sebagainya. Kata “su” berarti baik, bagus. Dengan demikian, kata
susila menunjukkan, [a] norma dan menerangkan bahwa norma itu baik; [b] sikap
terhadap norma itu sendiri dan menyatakan bahwa perikelakuan harus sesuai dengan
norma. Karena itu, kata kesusilaan tepat sekali untuk menyatakan pengertian etika.
Etika bergerak pada lapangan kesusilaan, artinya ia bertalian dengan norma-norma
itu. Jadi, etika itu bersifat normatif.
Manfaat etika kedua yang juga merupakan motip manusia ialah bahwa manusia
secara terus-menerus melakukan perbuatan menurut ukuran-ukuran kesusilaan. Ini
tampak pada kenyataan bahwa ia memberikan tanggapan atas prilakunya sebagai
prilaku yang baik atau buruk, ketika ia kemudian sekali lagi merenungkannya. Dalam
banyak peristiwa, manusia melakukan perbuatan secara serta merta tanpa
merenungkan perilaku dan tanpa menyandarkannya diri pada ukuran-ukuran
kesusilaan yang seharusnya diikuti dalam perbuatannya.
Magnis-Suseno, dkk. (1991. Dalam Buku sobur: 4), menulis bahwa etika tidak
langsung membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, karena hal itu adalah tugas
ajaran moral, melainkan etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis
berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan. Etika hendak
menimbulkan suatu keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk
berargumentasi secara rasional dan kritis. Lalu, mengenai apa sebenarnya peranan
etika dalam dunia modern dengan sendirinya berkaitan pula fungsi etika. Apabila kita
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memandang situasi etis dalam dunia modern, ada tiga ciri yang menonjol9. Pertama,
kita menyaksikan adanya pluralism yang berbeda trial. Di dalam kehidupan
masyarakat yang berbeda [heterogen], nilai dan norma yang berbeda sering tampak
pula. Bahkan sebaliknya, pada masyarakat yang sama [homogeny] biasa terjadi
pluralisme moral, yakni adanya pandangan yang berbeda-beda tentang  nilai dan
norma moral dalam suatu masyarakat (Magnis-Suseno, dkk. 1991. Dalam Buku
sobur10.
a. Pandangan-pandangan moral yang berbeda-beda karena orang-orang dari suku,
daerah budaya, dan agama yang berbeda hidup berdampingan dalam satu
masyarakat dalam Negara.
b. Modernnisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai
masyarakat yang menantang pandangan-pandangan  moral tradisional.
c. Pelbagai ideologi menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan, masing
masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana  manusia harus hidup.
Pluralisme moral, sebagai ciri pertama yang menandai situasi etis pada zaman
kita, dirasakan terutama karena saat ini kita hidup di era komunikasi dan informasi.
Teknologi komunikasi telah menghilangkan batas ruang dan waktu. Karena itu,
peristiwa yang terjadi di seluruh dunia mempengaruhi reaksi kita. Pertukaran
9 Bertens, Etika, Norma, dan Kaidah (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993, h.31
10 Suseno,Magnis, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta,
Gramedia Pustaka Utama) ,hal. 4
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informasi di antara penduduk dunia berlangsung dengan sangat cepat dan dalam
jumlah yang amat banyak. Manusia, mau tidak mau, harus bereaksi dengan cepat
pula, sementara alternatif yang tersedia sangat beragam. Disebabkan luasnya
perubahan yang terjadi, seluruh aspek kehidupan kita pun terpengaruhi keluarga,
pekerjaan, pendidikan, rekreasi, bahkan kehidupan beragama. Manusia harus terus
melakukan penyesuaian baru. Banjir Informasi (Over Loading) dapat menjadi sumber
stress yang kronik, penyebab penyakit adaptasi (diseases of adaptation). Sekarang
lewat media komunikasi modern, informasi dari seluruh dunia langsung memasuki
rumah-rumah penduduk, di pelosok sekalipun, sebagaimana juga kejadian-kejadian
dalam kehidupan masyarakat kita segera tersiar keberbagai pelosok dunia. Suka atau
tidak suka, bersamaan dengan penerimaan informasi yang banyak itu, kita “harus
berkenalan” pula dengan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat kita sendiri.
Karena itu, dalam  menyikapi adanya pluralisme moral, manusia memerlukan
orienntasi etis untuk mengambil sikap yang wajar. Dengan perkataan lain, manusia
memerlukan sarana orientasi agar tidak bingung atau sekedar ikut-ikutan saja dalam
menghadapi pluralism ini.
Ciri kedua yang menandai situasi etis pada zaman modern seperti sekarang ini
adalah timbulnya masalah-masalah etis baru, terutama di sebabkan oleh
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, khususnya ilmu-
ilmu biomedis. Beberapa yang dapat dapat disebut, misalnya, cloning yang biasanya
ramai diperbincangkan lewat media massa. Bioteknologi cloning ini merupakan saat
fakta penemuan baru para ilmuan yang meruyak tak terbendung. Tatkala cloning
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dipublikasikan untuk pertama kalinya dimajala ilmia, Nature Edisi Maret 1997,
khususnya ikwal keberhasilan Ian Wilmut dan kawan-kawan mengclonkan  domba
Dolly (donor DNA dari domba jenis Finn Dorset dan sel telur “kosong” dari domba
jenis scotitish Blackface), banyak dikutip oleh berbagai media massa, para etikawan,
agamawan, moralitas, bahkan para pemimpin dan toko masyarakat. Mereka semua
mengemukakan nada kekhawatiran yang amat mendalam. Kekhawatiran ini
merefresentasikan antisifasi dampak destruktif penyalah gunaan bioteknologi cloning
yang disalahgunakan untuk mengabdi kepada kepentingan egoistis pihak atau
kelompok tertentu.11
Problem-problem  lebih besar muncul berkaitan rekayasa genetik, yang kini
sudah muncul sebagai fakta. Sebentar lagi gen-gen dapat dimanipulasi, pada tahap
tumbuhan, binatang, maupun manusia. Konon, dalam abad ke-21, seperti
dikemukakan Bartens, bioteknologi akan memainkan peranan yang sama besar
seperti halnya industri kimia pada abad ke-2012. Menurut Bertens, rekayasa genetic
tidak hanya dapat diterapkan sebagai terapi [untuk menyembuhkan penyakit-penyakit
turunan], tetapi untuk memperbaiki ras. Orang tua (atau negara) yang ingin
mempunyai anak-anak berbakat dibidang olah-raga aatau anak-anak hiperinteligen,
kelak akan dapat dilayani. Rekayasa genetic ini membuka perspektif-perspektif
takterduga yang masih melampaui fantasi kita, Bagaimanapun, ilmu pengetahuan
11 Media Indonesia. Jakarta : Ed. 25 juli 2009.
12 Maertens, Etika Ekonomi, (PT.Gramedia, 1999) h.10
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sebagai ciptaan manusia. Karena itu, sebagaimana dikatakan Bertens, refleksi etis atas
apa yang sedang kita lakukan skarang menjadi hal sangat mendesak.
Ciri ketiga adalah kepedulian etis yang tampak diseluruh dunia dengan
melewati perbatasan Negara. Globalisasi tidak saja merupakan gejala di bidang
ekonomi, tetapi juga di bidang moral. Gejala paling mencolok tentang kepedulian etis
adalah Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Mannusia (Universal
Declararation Of Human Raights) yang diproklamasikan oleh PBB pada 10
Desember 1948. Proklamasi ini pernah disebut-sebut sebagai kejadian etis paling
penting abad ke-20.
Menurut Poedjawijatna lapangan penyelidikan etika adalah manusia, tetapi ada
perbedeaan antara etika dan, misalnya ilmu karena ilmu manusia menyelidiki
manusia dari sudut “luar”. Ilmu budaya pun berbeda dari etika karena penyelidikan
ilmu budaya mengenai manusia berpijak pada sudut pandang kebudayaan an sich13.
Etika mepunyai sudut penyelidikannya sendiri terhadap manusia yang  menjadi
lapangan penyelidikan beberapa ilmu yang lain.
Pada dasarnya, etika merupakan cabang filsafat yang  mengenakan refleksi dan
metode tugas manusia dalam upaya menggali nilai-nilai moral atau menerjemahkan
pelbagai nilai itu ke dalam norma-norma, lalu menerapkannya pada situasi kehidupan
konkret, Sebagai ilmu, etika mencari kebenaran; sebagai filsafat, ia mencari
keterangan [dan kebenaran] yang sedalam-dalamnya. Sebagai tugas, etika mencari
ukuran tentang baik-buruknya tingkah laku manusia.
13 Poedjaijatna, Etika Filsafat Tingkah Laku, (Jakarta:Rineka Cipta, 1990) , h.14-15
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Dalam arti etis, baik-buruk ini memainkan peranan yang amat penting (main
role) dalam kehidupan setiap manusia. Tak hanya sebatas kini, tetapi juga pada masa
lampau. Bertens, misalnya, menyebutkan ilmu-ilmu seperti antropologi budaya dan
sejarah memberitahukan kita bahwa pada semua bangsa dan dalam segala zaman
ditemukan keinsapan tentang baik dan buruk; pun, tentang yang harus dilakukan dan
boleh dilakukan. Tetapi, lanjut Bertens, tidak semua zaman mempunyai pengertian
yang sama tentang baik dan buruk. Ada bangsa atau kelompok yang mengenal kata
“tabu” sesuatu yang dilarang keras, misalnya, membunuh binatang tertentu; ada pula
bangsa atau kelompok sosial lain yang tidak mengenakan larangan apa pun terhadap
perbuatan-perbuatan yang sama. Sebaliknya, ada hal-hal yang pada zaman dulu
sering dipraktek mungkin dan dianggap biasa saja, tetapi ditolak sebagai tidak etis
oleh hampir semua banggsa beradab pada zaman modern.14 Contoh faktual dapat
disebut adalah kolonialisme, perbudakan, dan diskriminasi terhadap wanita. Jadi,
semua bangsa mempunyai pengaalaman yang sama tentang apa yang dianggap baik
dan buruk.
Sebagai ilmu dan filsafat, etika menghendaki ukuran yang umum, tidak berlaku
untuk sebagian manusia, tetapi untuk semua manusia (universal). Apa yang
ditemukan oleh etika mungkin menjadi pedoman bagi seseorang. Namun, tujuan
pertama dan utama etika bukanlah memberi pedoman, melainkan untuk mengetahui.
14 Bertens, Etika, Norma, dan Kaidah (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 1993, h.12
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Atau, seperti ungkapan Poedjawijatna, “Etika mencari deengan kemumgkinan untuk
keliru, dan kalau keliru, akan dicari lagi sampai terdapat kebenaran”.
Etika termasuk kelompok filsafat praktis, dan dibagi menjadi dua kelompok,
yaitu etika umum dan etika khusus.  Etika merupakan bentuk pemikiran kritis dan
mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika berkaitan erat
dengan pelbagai masalah nilai “susila” dan “asusila”, “baik” dan “buruk”. Kualitas-
kualitas ini dinamakan kebajikan yang dipertentangkan dengan kejahatan , yakni
sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya  dikatakan orang yang
tidak susila. Sesunggunya, etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip
dasar kebenaran dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia.
Sifat dasar etika adalah kritis. Etika bertugas untuk mempersoalkan norma yang
dianggap berlaku. Ia menyelidiki apakah dasar sesuatu norma  dan apakah dasar itu
membenarkan ketaatan yang dituntut oleh norma itu. Terhadap norma yang secara de
facto berlaku, etika mengajukan pertanyaan legitimasinya (apakah berlaku pula
secara de jure). Norma yang tidak dapat mempertahankan diri dari pertanyaan kritis
ini akan kehilangan haknya15.
Etika meliputi semua tindak-tanduk pribadi dan sosial yang dapat diterima,
mulai dari tata aturan “sopan santun sehari-hari” hingga pendirian yang menentukan
jenis pekerjaan kita; siapa yang menjadi sahabat-sahabat; serta cara-cara kita
berhubungan dengan keluarga dan orang lain. Sebaliknya , moralitas sifatnya lebih
15 Zubair, Kuliah etika, (Jakarta: Rajawali,1990), h.9-10
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khusus, dan merupakan bagian dari hukum etika. Kegunaannya pun khusus. Orang
yang tidak memenuhi janji lisan, kita anggap orang yang tidak dapat dipercaya atau
“tidak etis”. Jadi, bukan “bukan tidak bermoral” . Tetapi, menyiksa anak-anak atau
meracuni menantu atau mertua, kita sebut sebagai tindakan yang tidak bermoral (jadi,
ada penekanan pada  keseriusan pelanggaran). Moralitas terdiri atas hukum dasar
suatu masyarakat yang paling hakiki dan sangat kuat.
Etika sebagai cabang filsafat, pada dasarnya, bertitik tolak pada akal pikiran,
bukan agama. Inilah letak perbedaan yang sangat pokok antara etika dan akhlak . Jika
akhlak dinamakan sebagai ajaran moral-agama, perbedaan antara etika dan ajaran
moral-agama dalam pandangan magnis-Suseno, dkk.  (1991. Dalam Buku Sobur: 5)
adalah bahwa etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional semata-mata
sedangkan agama pada wahyu ilahi. Karena itu, ajaran moral-agama hanya terbuka
bagi mereka yang mengakui wahyu –Nya. Dalam islam, wahyu Allah adalah
informasi “kegaiban” yang tidak bisa diramalkan sebelumnya oleh manusia16.
Wahyu datang dengan berbagai cara atau tanda yang , pada hakikatnya adalah
bahasa: bahasa nyata (ucapan) dan bahasa tidak nyata(ibarat). Seorang Nabi yang
dilengkapi dengan daya penangkap vision (penglihatan spiritual) yang tajam, mampu
memproyeksikan makna dalam benaknya, dan merepleksikannya dalam ucapan dan
tindakan. Pengalaman ini hany a bisa didapat oleh seorang nabi.
16 Saefuddin, Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya, (Jakarta: Pustaka Pelajar , 1987),
h.51-52
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Berdasarkan kenyataan bahwa profesi mengandung kemungkinan bahaya
penyalahgunaan inilah semakin jelas bahwa profesi tidak dapat dilepaskan dari etika.
Etika profesi, secara singkat dapat dirumuskan sebagai cabang ilmu etika yang secara
kritis dan sistematis merefleksikan permasalahan moral yang melekat pada suatu
profesi. Etika profesi juga dapat dipahami sebagai nilai-nilai dan asas-asas moral
yang melekat pada pelaksanaan fungsi profesional tertentu, dan wajib diperhatikan
oleh pemegang profesi tersebut.
Etika profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan
suatu profesi sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-
praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang
melekat pada profesi tersebut. Etika profesi merupakan ekspresi dari usaha untuk
menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar, dan merupakan
penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih
dikonkretkan lagi dalam kode etik.
Dalam bukunya, Etika Sosial, Frans Magnis Suseno, menyebutkan bahwa agar
orang dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tuntutan-tuntutan etika profesi, ia
harus memiliki tiga ciri moral, yakni:
a. Harus menjadi orang yang tidak diselewengkan  dari tekadnya oleh segala
macam perasaan seperti takut, malas, malu, dsan emosi, artinya, ia harus
memiliki kepribadian moral yang kuat;
b. Harus menyadari bahwa mempertahankan tuntutan sika profesi merupakan
kewajiban yang berat;
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c. Harus memiliki cukup idealisme.
2. Kode Etik
Kata “kode” berasal dari bahasa Inggris “code” yang antara lain berarti
himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis. Jadi kode etik berarti,
kumpulan tertulis tentang  suatu etika. Dengan kata lain, istilah etika masih
bersifat umum, tetapi jika sudah diawali dengan kata “kode” sudah menunjuk
kepada profesi tertentu17.
Biasanya, setiap himpunan profesi merumuskan semacam kode etik.
“Kode” adalah systim pengaturan-pengaturan (system of rules),  Atmadi,
menyebut kode etik sebagai “daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi
itu sendiri dan mengikatnya dalam mempraktekkannya”18.  Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa kode etik merupakan tuntutanm, bimbingan, atau
pedoman moral atau pedoman kesusilaan untuk suatu profesi yang disusun oleh
para anggota profesi itu sendiri dan mengikatnya dalam mempraktekannya.
Pada dasarnya, apa yang di sebut kode etik profesi itu tidak sama dengan
etika profesi karena sejumlah aturan yang dikumpulkan dalam kode etik profesi
karena sejumlah aturan yang dikumpulkan dalam kode etik profesi dapat
mempunyai pelbagai maksud (misalnya, untuk kedokteran: Kode Etik
Kedokteran Indonesia; untuk wartawan: Kode Etik Wartawan Indonesia).
17 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasional, (Yogyakarta: Bumi Aksara,
2008),h.5
18 Sistem Pers Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h.771
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Maksud kode paling sederhana adalah supaya menjadi ukuran bagi keputusan
masing-masing orang professional.
Kode etik, sebenarnya, merupakan rincian lebih lanjut dari norma-norma
yang lebih umum, yang dirumuskan dan dibahas dalam etika profesi. Kode etik
merinci lebih lanjut, dan dengan demikian memperjelas serta mempertegas
norma-norma tersebut, dengan memilih dari pelbagai kemungkinan penataan
norma-norma yang paling dibutuhkan dalam praktek pelaksanaan profesi yang
bersangkutan. Kode etik adalah pemandu sikap dan prilaku bilamana kode etik
tersebut telah menjadi fungsi nurani. Kode etik profesi menjadi milik kelompok
profesi itu sendiri dan pedoman prilaku yang mereka susun demi kepentingan
mereka bersama. Karena itu, yang wajib menjatuhkan sanksi terhadap mereka
yang melanggar adalah kelompok profesi itu sendiri.
Ada sejumlah sifat yang harus dimiliki kode etik, yaitu (1) Kode etik harus
rasional, tetapi tidak kering dari emosi; (2) Kode etik harus konsisten, tetapi tidak
kaku; dan (3) Kode etik harus bersipat universal. Richard De Horge dan John
Kultgen (dalam Johannesen, 1996: 180-181), secara lebih rinci mengusulkan
sepuluh pedoman untuk pengembangan kode etik formal yang sehat, sebagai
berikut.
a. Kode etik harus memperjelas pernyataan-pernyataan yang merupakan sasaran
ideal untuk diperjuangkan, tetapi tidak sepenuhnya dapat dicapai dan
pernyataan-pernyataan mana yang merupakan kondisi minimum yang harus
dipenuhi untuk dianggap etis dan menghindari hukuman.
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b. Dalam keadaan biasa, kode etik seharusnya memerlukan kebajikan heroik,
pengorbanan luar biasa, atau melakukan hal yang benar apapun halangannya.
Sebaiknya kode etik formal ditujukan pada orang-orang yang mempunyai hati
nurani biasa dan orang yang mau mengikutinya dengan syarat orang lain pun
mau berbuat serupa.
c. Bahasa kode etik harus jelas dan spesifik; sebaliknya, kesamaran dan
kerancuan bahasa harus dikurangi. Terma-terma kunci dalam ketentuaan kode
etik-khususnya terma yang bermuatan nilai abstrak-dapat diperjelas dan
ilustrasi konkret selanjutnya. Pemalsuan, salah penggambaran, yang
menyesatkan, rasional, masuk akal, dan kepentingan umum.
d. Ketentuan kode etik haarus masuk akal; artinya, hubungan antara ketentuan
harus jelas mengenai urutan, prioritas, dan cakupannnya. Misalnya, mungkin
terdapat beberapa indikasi urutan diantara kewajiban terhadap klien, atasan,
masyarakat, dan profesi.
e. Kode etik harus melindungi kepentingan masyarakat umum, kepentingan
orang-orang yang dilayani kelompok itu. Kode etik tersebut tidak boleh
swalyan, ia tidak boleh melindungi kepentingan kelompok dengan
mengorbankan masyarakat.
f. Ketentuan kode etik harus melebihi peringatan umum terhadap kebohongan
dan penipuan untuk memfokuskan pada sisi-sisi kelompok “yang merupakan
godaan-godaan tertententu untuk para anggotanya”.
g. Kode etik harus merangsang kelanjutan diskusi dan refleksi
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h. Yang membawa perubahan atau revisi.
i. Kode etik profesi atau bisnis hendaknya memberikan petunjuk etika bagi
tersebut sebagai keseluruhan, bukan hanya bagi anggota secara individu.
Misalnya, tindakan apa yang harus diambil oleh siapa ketika kelompok
sebagai keseluruhan, sebagai suatu institusi berbuat tidak etis?
j. Kode etik harus memperjelas prinsip-prinsip moral yang berlaku, nilai-nilai
etika yang mendasari ketentuan-ketentuan, seperti keadilan, kewajiba,
penghargaan terhadap hak orang lain, dan mempertimbangkan konsekuensi-
konsekuensi suatu tindakan terhadap semua yang dipengaruhinya.
k. Kode etik harus dapat dilaksanakan dan di kerjakan. Karena itu, harus ada
prosedur dan mekanisme untuk mengadukan dan menerapkan hukuman.
Adanya system pelaksanaan akan memberikan mekanisme untuk menafsirkan
apa yang dimaksud oleh suatu kode etik dan apa yang dibutuhkannya.
Menuurut Lobacqz (Johannesen, 1996. Dalam Buku Sobur: 184), kode etik
profesional yang luas merefleksikan inti ciri pembawaan, prinsip etika, atau tugas
yang jelas; “keadilan, kebermanfaatan, tidak menyakitkan, jujur, dan kesetiaan”.
Hal ini sering terwujud dalam ketentuan kode etik yang secara kolektif
menampilkan profesional etis yang  baik, cakap, jujur, berorientasi pada kebaikan
klien dan masyarakat, serta tidak ingin mengambil untung dari orang lain dengan
menyalahgunakan pengetahuan dan kekuasaan.
Pengembangan profesi kewartawanan dan berkiprahnya media massa akan
bermutu dan bermartabat jika dalam menjalankan karyanya para pengemban
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profesi (integritas, kejujuran, objektivitas, imparsialitas, keseimbangan,
kepentingan umum, dan respek atas privacy). Untuk itu etika profesi tersebut
diejawantahkan kedalam seperangkat kaida perilaku pengemban profesi yang
bersangkutan, yang disebut kode etik kewartawanan.
Untuk profesi wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang
didirikan di Surakarta pada 9 Februari 1946, memiliki Kode Etik Jurnalistik,
yang pada awalnya disusun pada Rapat Pemimpin Redaksi Surat Kabar di
Jakarta, 1-2 Mei 1954. Setelah itu beberapa kali mengalami perubahan dan
penyempurnaan, terakhir pada sidang Gabungan Pengurus Pusat PWI di Batam,
Rabu, 2 Desember1994. Sejak 1Januari 1995, berlaku Kode Etik Jurnalistik PWI
yang telah disempurnakan. Kode Etik Jurnalistik ini secara garis besar
menetapkan prinsip yang wajib ditaati dan diterapkan, yang seluruhnya tercakup
dalam bab-bab mengenai Kepribadian dan IntegritasWartawan, Cara
Pemberitaan, Sumber Berita, dan Kekuatan Kode Etik Jurnalistik.
Seiring dengan perkembangan zaman, sejak diundangkannya Undang-
Undang No. 40/1999 tentang Pers, organisasi wartawan pun mengalami
perkembangan. Pada undang-undang tersebut, khususnya Bab III, Pasal 7, ayat
(1), dikatakan, “Wartawan bebas  memilih organisasi wartawan”. Maka
bermunculanlah berbagai organisasi wartawan plus masing-masing kode etiknya.
Kendatipun begitu ketika naskah ini disusun, Dewan Pers baru saja menetapkan
Kode Etik Wartawan Indonesi (KEWI) yang telah disepakati oleh 26 organisasi
wartawan pada agustus 1999 sebagai kode etik jurnalistik yang bersifat nasional.
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Menurut ketua Dewan Pers, Atmakusumah Astraatmdja. “ Adanya KEWI tidak
akan mengurangi hak setiap organisasi wartawan dan perusahaan pers untuk
memiliki kode etik jurnalistik bagi kepentingan para wartawan dan perusahaan
pers untuk memiliki kode etik jurnalistikbagi kepentingan para anggota atau
wartawannya sendiri”19.
3. Jurnalistik
Istilah jurnalistik pada saat ini, mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di
telinga. Di era sekarang ini berbagai media informasi dan telekomunikasi sangat
mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, khususnya di perkotaan, bahkan
media massa dapat mempengaruhi masyarakat sampai kepolosok-polosok
pedesaan.
Televisi dan radio bukan lagi barang yang dianggap mewah, sehingga banyak
masyarakat desa yang memilikinya. Sehingga dari media massa itulah kerap sering
termuat istilah jurnalistik.
Karena media massa sebagai sarana penyaluran kegiatan hasil kerja
jurnalistik. Dari segi asal katanya, istilah jurnalistik berasal dari journalistiek (bahasa
Belanda), sama halnya dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu Journalism yang
bersumber dari perkataan jounal, yang merupakaan terjemahan dari bahasa latin
diurna yang berarti "harian"atau "setiap hari", di mana segala berita yang pada hari
itu termuat dalam lembaran kertas yang tercetak.
19 Asstraatmdja, Kebebasan Pers, (Jakarta: LPDS, 2000), h.4
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Dalam Kamus Besar Indonesia disebutkan hahwa jurnalistik adalah (1)
pekerjaan mengumpulkan , menulis, mengedit dan menerbitkan berita di surat kabar
dan sebagainya. (2) yang menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran20. Melihat
pengertian di atas, maka pada point pertama memberikan pemahaman yang lebih
jelas di bandingkan pada point kedua karena pada point pertama memberi perincian
yang mendalam mulai dari proses memgumpulkan berita hingga penerbitan pada
surat kabar (media cetak), meskipun di era sekarang ini, bukan hanya media cetak
tetapi juga media elektonik yang menjadi media bagia kegiatan jurnalistik.
Untuk memahami lebih jauh dan lebih komprehensip tentang pengertian
jurnalistik yang memiliki pengertian yang beragam tergantung dari sudut pandang
mana melihatnya, maka penulis akan mengemukakan berbagai pendapat para ahli
tentang jurnalistik Dalam Buku Fundamentals of Jurnalism, dikemukakan bahwa
"Journalism is fascihating field that takes its practitioners to the places where things
are happening and and the people who are making History” (Jurnalisme adalah
bidang menarik yang mengambil praktisi ke tempat-tempat di mana hal-hal yang
terjadi dan dan orang-orang yang membuat sejarah)21.
Selanjutnya menurut Junaedhie bahwa jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam
komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita atau ulasan mengenai
berbagai hal atau peristiwa sehari-hari yang bersifat umum dan hangat, dalam waktu
20 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai
Pustaka, 2003), h 482-483
21 Spencer Crump, Journalisms Dimensions: The Past and Future, (Mc. Graw-Hiil :
United States of America, 1974),h. 10
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yang secepat-cepatnya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa jurnalistik adalah suatu
bidang profesi yang menyajikan informasi tentang kejadian sehari-hari, secara
berkala dengan menggunakan sarana media massa yang ada.22
Selanjutnya menurut Junaedhie bahwa jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam
komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita atau ulasan mengenai
berbagai hal atau peristiwa sehari-hari yang bersifat umum dan hangat, dalam waktu
yang secepat-cepatnya. Berikutnya pengertian jurnalistik menurut M. Djan Amar
adalah usaha memproduksi kata-kata dan "gambar-gambar" dan dihubungkan dengan
proses transfer ide/gagsan dalam bentuk suara , inilah sebagai cikal bakal makna
jurnalistik secara sederhana.23
Pengertian jurnalistik lebih lanjut dikemukakan dalam buku yang berjudul
Studi Ilmu Publisistik. Jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam komunikasi yang
dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai
peristiwa atau berbagai kejadian sehari-hari yang umum dan aktual dalam waktu yang
secepat-cepatnya.24
Kermudian menurut M. Ridwan, jurnalistik ialah suatu kepandaian praktis
mengumpulkan, menulis, mengedit berita, untuk pemberirtaan dalam surat kabar,
22 Junaedhie Kurniawan, Ensiklopedi Pers Indonesia,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1991),h. 116-117
23 M. Djan Amar, Hukum Komunikasi Jurnalistik (Bandung: Alumni,1984),h. 68
24 M.O Palapah dan Atang Syamsuddin, Studi Ilmu Publisistik , (Bandung : Fakultas
Publisistik UNPAD Bandung, 1975), h. 17
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majalah, atau terbita berkala lainnya. Selain bersifat keterampilan praktis , jurnalistik
juga sebuah seni25
Sedangkan menurut Riyati Irawan, jurnalistik adalah salah satu bentuk
publisitik/komunikasi yang menyiarkan berita dan atau ulasan beita tentang peristiwa-
peristiwa sehari-hari yang umum dan aktual dengan secepat-cepatnya.
Melihat pengertian jurnalistik di atas yang beragam  maka penulis dapat
menyimpulkan , bahwa kegiatan jurnalistik dilakukan dengan:
a. Seorang wartawan (jurnalis) mengumpulkan, mengola, menulis, mengedit
data, sehingga menghasilkan informasi atau berita.
b. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian di diproses untuk menghasilkan
berita yang menarik dan tempatkan di media massa, seperti surat kabar,
majalah dan lainnya. Karena perkembangan zaman maka jurnalistik tidak
hanya terbatas pada media cetak tetapi juga media elektronik seperti televisi,
radio bahkan internet.
c. Berita tersebut kemudian di sebarluaskan ke masyarakat untuk dijadikan
sebagai bahan berita.
a. Sejarah Jurnalistik
Pada dasarnya bahwa perkembangan jurnalistik tidak dapat dipisahkan
dengan sejarah penemuan huruf, sejarah penemuan alatalat pencetak, alat-alat tulis,
25 M. Ridwan, Objektifitas pemberitaan pada surat kabar Indonesia (Makassar:Unhas
University, 1992), h. 24-25
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sejarah grafika dan penemuan-penemuan lain yang berkaitan dengan perkembangan
teknologi informasi yang semakin canggih.
Sejarah jurnalistik pun tidak dapat dipisahkan dari proses perkembangan
ilmu komunikasi, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses
hubungan manusia dengan manusia. Dengan adanya hubungan ini, maka manusia
mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.
Begitu juga sejarah jurnalistik tidak dapat dipasahkan dari keinginan manusia
untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan kebutuhannya, sehingga pada
akhirnya manusia tidak akan puas terhadap apa yang diperolehnya dan memotivasi
untuk menghasilkan alat-alat yang baru untuk memuaskan dirinya.
Pengetahuan tentang jurnalistik dimulai pada tahun 2000 SM. Saat itu, bangsa
Babilonia memiliki penulis-penulis sejarah yang mencatat berbagai macam peristiwa
sehari-hari untuk kepentingan negara. Peninggalan sejarah dari bangsa Babilonia ini
banyak sekali, berupa tulisan-tulisan di tembok-tembok, candi-candi, tonggak, serta
gambar-gambar yang memiliki makna. Kesemua peninggalan tersebut merupakan
pengumuman pemerintahan kerajaan yang sangat penting.
Pada awal berdirinya kerajaan Romawi kuno, setiap pendeta tertinggi
menuliskan peristiwa-peristiwa yang sangat penting di atas sebuah papan tulis .Papan
putih ini di tempat disetiap rumah pendeta dan dijadikan sebagai arsip kerajaan yang
lazimnya disebut Annalen yang artinya catatan tahunan.26. Begitu pula ketika ingin
26 J.W. Wahyudi, Komunikasi Jurnalistik ( Pengetahuan Praktis Bidang Kewartawanan ,
Suratkabar-Majalah, Radio dan Televisi ), Bandung: Alumni, 1991),h.72
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memberikan informasi kepada masyarakat, maka yang digunakan adalah "papan
pengumuman" yang dipasang di alun-alun, karena rakyat biasanya berkumpul dan
berada di daerah tersebut. Pada saat itu, papan pengumuman tersebut merupakan satu-
satunya media yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi kepada rakyat.
Papan pengumuman itu dikenal dengan nama "acta diurna" yang berasal dari kata
acta yang artinya catatan dan diurnal berarti harian, dengan demikian acta diurna
adalah catatan harian atau kejadian sehari-hari.
Para ahli telah sepakat bahwa acata diurna merupakan surat kabar yang
pertama di dunia meskipun jika dibandingkan dengan pengertian surat kabat sekarang
ini. Jika melihat fungsi dari acat diurnal dan surat kabar sekarang ini, maka memiliki
fungsi yang sama, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi dari segi
persyaratan acat diurna hanya memenuhi syarat aktualitas dari surat kabar. Jika
diteliti, hal ini tidak mengherankan kerana pada waktu itu berita yang dianggap
penting saja yang disebarkan kepada rakyat Romawi.
Seorang ahli sejarah Romawi bernama Suetonius menceritakan bahwa pada
waktu Caesar dinobatkan sebagai konsul pada tahun 59 SM, kemudian
memerintahkan agar acta diurna itu dipasang di Stadion Romawi.
Tujuan pemasangan tersebut agar setiap orang dapat membaca dan menyalinnya,
sehingga dapat menyampaikannya kepada orang lain yang belum mengetahui
informasi tersebut.
Karena pentingnya acta diurna ini, maka acta diurna tetap dipelihara, bahkan
pemgumuman-pemgumuman yang dimuat di dalamnya diharapkan dapat
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diinformasikan lebih luas lagi dari penyebaran sebelumnya. Dengan adanya
penyebaran tersebut maka Romawi dengan cepat mengetahui apa yang diperintahkan
oleh Raja atau Kaisar serta ketentuan-ketentuan larangan yang harus ditaati.
Untuk memperoleh informasi pada waktu itu, bagi orangorang Romawai
kaya yang mempunyai banyak uang dan budak, maka budak yang memiliki
kepandaian menulis dan membaca mencatat isi acta diurna tersebut kemudian
disampaikan kepada majikannya. Dengan demikian para bangsawan tersebut dapat
mengetahui pengumuman yang ada pada acta diurna. Kegiatan yang dilakukan oleh
para budak tersebut secara terus menerus, maka timbullah " Slave Reporter ". Mereka
selain bertugas sebagai pencatat acta diurna diwajibkan juga untuk mengikuti rapat-
rapat senat dan mencatat apa yang dibicarakan, kemudian hasilnya disampaikan
kepada majikannya secara tertulis.
Jadi para budak tersebut pada waktu itu bukan hanya mengurus keperluan-
keperluan para majikannya di rumah, melainkan juga bertugas untuk memberikan
informasi kepadanya dengan mencatat pemgumuman yang ada di acta diurna. Dengan
adanaya tugas tersebut maka para budak berinisiatif untuk memperjualbelikan
pengumuman yang ada diacta diurna dan berita lainnya yang dianggap penting seperti
berita perniagaan.
Selain acta diurna juga ada acta senatus. Acta senatus ini hanya memuat
khusus berita-berita senat, karena dipasang di tempat umum, maka isi pesannya juga
bersifat umum. Siapa saja  bisa membacanya. Dari papan inilah berita-berita tentang
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kekaisaran yang baik-baik tersebar sampai ke luar Roma, melalui pelaut-pelaut yang
singgah di kota Roma.
Nasib acta diurna dan acta senatus ikut lenyap bersama lenyapnya kekaisaran
Romawi Kuno.27 Namun demikian bahwa sejarah telah mencatat kedua acta ini
sebagai cikal bakal surat kabar walaupun tidak dapat dikatakan sebagai surat kabar,
juga bagi pelaut-pelaut yang menyebarkan informasi sampai keluar Romawi dapat
disebut sebagai sarana, sebab melalui pelaut-pelaut tersebut berita-berita yang dimuat
dapat tersebar luas.
Fugger Zeitungen adalah surat-surat berita yang diperoleh dan dihimpun oleh
keluarga Fugger dari tahun 1568-1605. Saat ini masih tersimpan di Kantor Dagang
Besar Fugger di Augsburg. Surat-surat berita tersebut berasal dari beberapa sumber
dan hanya dengan tulisan tangan. Di antara pengirimnya adalah Jertemias Krasser
yang meninggal di Augsburg pada tahun 1596. Penggantinya Jeremias dengan
menggaji orang-orang untuk mencari, mengumpulkan, menulis dan mengirimkannya
kepada pelanggannya.
Surat kabar tulisan tangan untuk pertama kalinya dibuat dan dikembangkan di
kota venesia pada tahun 1536. Tulisan tangan tersebut dikenal dengan nama Gazetta,
yang merupakan mata uang kecil di Venesia.28
27 Ibid. h. 73
28 Ibid.
47
Surat kabar tulisan tangan ini, dicetak dan disebarkan pada abad XVI. Selain
di Venesia, juga sudah ada surat kabar tulisan tangan di nederland dan Inggris yang
dimanfaatkan oleh Ratu Elizabeth untuk kepentingan dirinya sendiri.
Gambaran di atas tentang sejarah awal lahirnya surat kabar merupakan bukti bahwa
kebutuhan manusia akan informasisangatlah penting tanpa melihat batas dan jarak
waktu yang ditempuh untuk memperoleh informasi tersebut. Ini juga membuktikan
bahwa manusia memiliki sifat ingin tahu terhadap berbagai persoalan.
Sejak surat kabar pertama di terbitkan di Perancis pada tahun 1631 dengan
nama Gazette de Franca, yang merupakan surat kabar resmi pemerintah, maka surat
kabar lainnya yang ada merupakan surat kabar gelap. Pada zaman raja-raja yang
mempunyai sifat monarchi absolut menggunakan surat kabar sebagai alat penguasa.
Dari kata acta diurna, anales dan acta senatus tersebut melalui berbagai jaman
timbullah kemudian istilah jurnalistik sekarang ini.
Dalam perkembangan selanjutnya terutama dalam perkembangannya sebagai
ilmu pengetahuan ada yang menamakan atau menggunakan istilah
Zeitungswissenchaft  atau dalam bahasa Belanda dengan istilah Dagbladwetenschap
atau ilmu persuratkabaran. Ilmu ini dipelopori oleh Prof Dr. Karl Bucher sebagai
orang pertama yang mengajarkan ilmu tersebut di tingkat Perguruan Tinggi di
Universitas Bazel pada tahun 1884 di Swiss. Kemudian pada tahun 1892 baru
dilanjutkan di Universitas Leipzig Jerman.29
b. Peranan dan fungsi Jurnalistik
29 Toha Jahja Oeman, MA, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Wijaya, 1971), h. 11
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1. Peranan Jurnalistik
Diketahui bahwa secara historis, jurnalistik merupakan produk kebudayaan
barat (negara-negara maju), namun jika dilihat dari segi peranannya maka berbeda
dengan peranan jurnalistik dari produk kebudayaan timur ( negara-negara
berkembang). Hal ini terkait dengan perangkat nilai serta kondisi lingkungan yang
mendukung perubahan tersebut.
Kalau di negara maju, jurnalistik yang telah mempunyai posisi mapan dengan
khalayak yang menempatkan media sebagai sarana yang sangat esensi dalam
kehidupan, sehingga "haus akan informasi" yang ada. Berbeda dengan negara-negara
yang berkembang, di mana dihadapkan pada kurang semangat dan termotifasi untuk
mendapatkan informasi sebagai kebutuhan yang penting dalam kehidupan.
Jurnalistik memang tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat karena
memegang peranan penting dalam perubahan masyarakat baik di negara maju terlebih
lagi kepada negara yang sedang berkembang. Jurnalistik memberikan sumbangsih
yang sangat besar sebagai sarana perubahan sosial dalam usaha pembangunan bangsa,
sebagai penyalur aspirasi dan pendapat serta kritik dan control sosial.
Jurnalistik juga berperan sebagai penghubung yang kreatif antara masyarakat
dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah. Peranan dan fungsi
jurnalistik selain memberikan informasi yang objektif juga berperan dalam
pembentukan pendapat umum. Bahkan dapat menumbuhkan dan meningkatakan
kesadaran dan pengetahuan politik bagi masyarakat dalam menegakkan kedisiplinan.
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Peranan jurnalistik juga sebagai "agen perubahan" yaitu membantu
mempercepat perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern.
Berbagai peranan tersebut di atas ini telah membuktikan bahwa jurnalistik mampu
untuk merubah tatanan sosial dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat baik itu
dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, agama dan lain-lain.
2. Fungsi Jurnalistik
Penyebaran informasi atau pemberitaan merupakan fungsi utama jurnalistik.
Kebutuhan akan informasi ini amat sangat penting, karena dengan adanya informasi
tersebut maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari segi ilmu
pengetahuan dan tekhnologi maupun spritual. Dengan adanya informasi ini, akan
memberikan arah dan langkah dalam mengarungi kehidupan. Seorang politikus dapat
memperoleh informasi tentang kejadian-kejadian yang melanda suatu negara juga
kebijakan-kebijakan politik suatu negara, begitu juga seorang pedagang akan
mengetahui informasi tentang harga-harga yang ada di pasar dan sebagainya. Tetapi
jika informasi itu tidak ada maka akan membawa kepada kebuntuan dalam
kehidupan. Di samping fungsi informasi tersebut jurnalistik memiliki fungsi-fungsi
lain dalam masyarakat, yaitu: (a) fungsi mendidik, (b) fungsi menghubungkan, (c)
fungsi sebagai penyalur dan pembentuk pendapat umum, (d) fungsi kontrol sosial.
Untuk memahami fungsi-fungsi tersebut maka penulis akan menjelaskan satu persatu.
a. Fungsi Mendidik (Educate)
Dapat dikatakan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, peran dan
fungsi jurnalistik harus lebih aktif dalam memberikan informasi sehingga dapat
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meningkatkan kecerdesan kehidupan bangsa. Jurnalistik harus memuat tulisan-tulisan
yang banyak mengandung ilmu penegtahuan sehingga khalayak pembaca bertambah
ilmunya. Fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk artikel, atau tajuk
rencana, cerita bersambung atau berita bergambar yang mengandung pendidikan.
b. Fungsi Menghubungkan (Relations)
Sudah jelas bahwa dalam tulisan atau berita menginformasikan kepada
khalayak tentang suatu hubungan sosial antara warga Negara yang satu dengan warga
negara yang lainnya . Hubungan rohaniah antara tokoh yang diberitakan dengan
orang-orang yang menjadi pembaca berita mengenai tokoh tersebut. Dengan adanya
ikatan ini akan menghubungakn antara tokoh dan pembaca, sehingga ada kedekatan
perasaan yang mendalam dan dapat mengetahui tokoh yang dimaksud.
c. Fungsi sebagai Penyalur dan Pembentuk Pendapat Umum (Organ of Public
Information and  Opinion)
Dengan adanya berita atau informasi yang berpengaruh, maka akan
membentuk pendapat para pembacanya dan berfikir sesuai dengan pola yang
diinginkannya. Dalam hal ini setiap tulisan sesungguhnya akan selalu membentuk
sebagian dari pendapat umum.
d. Fungsi Kontrol Sosial (social Control)
Kontrol sosial merupakan salah satu fungsi jurnalistik –pers yang sangat
penting terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan jurnalistik
dan pers dianggap sebagai kekuatan keempat (the fourth state) dalam sistem politik
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kenegaraan apalagi menerapkan system pemerintahan demokratis. Kekuatan yang
dimaksud sebelum kekuatan kenegaraan tersebut adalah lembaga legislatif
(MPRDPR), eksekutif (pemerintahan) dan lembaga yudikatif (MA).
Fungsi seabagai kontrol sosial ini, untuk mengontrol atau mengawas
lingkungan, khususnya kepada pemerintah dan para aparatnya. Selain fungsi diatas
dalam buku yang berjudul Komunikasi Teori dan Praktek disebutkan bahwa fungsi
jurnalistik adalah fungsi menghibur  (to entertain), dan fungsi mempengaruhi (to
Influence).30
Dalam UU pers 1999 31 (UU no. 11 tahun 1967) tentang ketentuan-ketentuan
pokok pers), disebutkan dan diakui fungsi pers-jurnalistik dalam bab 2 pasal 2-5
sebagai berikut:
1. Mempertahankan UUD 1945
2. Memperjuangkan amanat penderitaan rakyat berlandaskan demokrasi Pancasila.
3. memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
4. Membina persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif.
Dalam UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang pers, pada bab 2
tentang asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers disebutkan bahwa fungsi pers
sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, di samping fungsi
30 Effendi, Uchajana Onong, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: Rosdakarya,
1993), h. 149-150
31 Berasal dari kata press ( bahasa Ingris) yang berarti cetak yang kemudian menjadi
istilah populer untuk menyebutnya media ceak dan media elektronik
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tersebut, juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.32 Peran dan fungsi jurnalistik ini,
harus betul-betul berjalan sesuai dengan cara kerjanya, sehingga dapat
mengembangkan dan menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam mengarungi
kehidupan.
4. Kode Etik Jurnalistik
Secara singkat dan umum  Kode Etik jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan
atau kumpulan mengenai etika dibidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan
untuk kaum jurnalis(wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk
kalangan jurnalis (wartawan) saja. Tiada satu orang atau badan lain pun yang
diluar yang diluar yang ditentukan oleh kode etik jurnalistik  tersebut  ter hadap
para jurnalistik (wartawan), termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika
berdasarkan Kode Etik Jurnalistik itu (Sukardi,2008: 27).
Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia
yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk
memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki
dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan
kemerdekaan pers  itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan
bangsa, tanggung jawab sosial, keberagamaan masyarakat, dan norma-norma
agama (Sukardi, 2008: 109).
32 Paulus Wiranto, How to Handle the Journalist (Beraliansi dengan Pers Menuju
Sukses), Jakarta: PT. Gramedia, 2003,h. 130
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Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers
menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan
terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk
memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan
moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga
kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta professionalisme. Atas dasar
itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi,
sehingga pada tiap tindakannya, seorang yang merasa berprofesi tentulah
membutuhkan patokan moral dalam profesinya. Karenanya suatu kebebasan
termasuk pers sendiri tentunya mempunyai batasan, dimana yang paling  utama
dan tak pernah salah adalah apa yang keluar dari hati nuraninya. Dalam hal ini,
kebesan pers bukan saja dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistiknya akan tetapi ada
batasan lain, misalnya ketentuan menurut Undang-Undang.
Pada prinsipnya menurut Undang-undang No. 40 Tahun 1999 menganggap
bahwa kegiatan jurnalistik/wartawan merupakan kegiatan/usaha yang sah yang
berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentuk
fakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahan
pers, radio, televisi dan film.
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Guna mewujudkan hal tersebut dan kaitannya dengan kinerja dari pers,
keberadaan insan-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan, sebab
walau bagaimanapun semua tidak terlepas dari insan-insan pers itu sendiri.
Oleh, seorang wartawan yang baik dan  professional sedapat mungkin
memilih syarat-syarat: bersemangat dan agresif, prakarsa, berkepribadian,
mempunyai rasa tanggungng jawab, akurat dan tepat, pendidikan yang baik,
hidung berita dan mempunyai kemampuan menulis dan berbicara yang baik.
Kode Etik Jurnalistik dinyatakan bahwasanya kebebasan pers adalah perwujudan
kemerdekaan menyatakan pendapat sebagai mana tercantum dalam pasal 28
UUD 1945, yang sekaligus pula merupakan salah satu ciri Negara hukum,
termasuk Indonesia.
Namun kemerdekaan/kebebasan tersebut adalah kebebasan yang
bertanggung jawab, yang semestinya sejalan dengan kesejateraan sosial yang
dijiwai oleh landasan moral. Karena Dewan Pers menetaapkan Kode Etik
Jurnalistik yang salah satu landasannya adalah untuk melestarikan
kemerdekaan/kebebasan pers yang bertanggung jawab, disamping merupakan
landasan etika para jurnalis. Diantara muatan Kode Etik Jurnalistik adalah: Kode
Etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung  jawaban tentang penataannya berada
terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Dan bahwa tidak ada
satupun pasal dalam kode etik (jurnalistik) yang memberi wewenang kepada
golongan manapun di luar Dewan Pers untuk mengambil tindakan terhadap
seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Karena sanksi atas
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pelanggaran kode etik adalah hak yang merupakan organisatoris dari Dewan Pers
melalui organ-organnya.
Menyimak dari kandungan kode etik jurnalis tampak bahwa nilai-nilai
moral, etika maupun kesusilaan mendapat tempat yang sangat penting, namun
walau demikian tak dapat dipungkiri bahwa kenyataan yang berbicara di
lapangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan.
Namun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut
melanggar kode etik yang ada atau norma/aturan hukum atau  bahkan melanggar
kedua-duanya, semua ini tetap berpeluang pada pribadi insan  pers bersangkutan,
dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang dapat menilai
penerbitan/media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi kode
etiknya.
Bahwa yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika dalam kode etik
profesi antara lain:
a. Standar-standar etika, yang menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab
kepada lembaga dan masyarakat umum.
b. Membantu para profesional dalam menentukan apa yang harus mereka
perbuat dalam menghadapi dilema pekerjaan mereka.
c. Standar etika bertujuan untuk menjaga reputasi atau nama para tenaga
profesional.
d. Untuk menjaga kelakuan dan integritas para tenaga profesi.
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e. Standar etika juga merupakan pencerminan dan pengharapan dari
komunitasnya, yang menjamin pelaksanaan kode etik tersebut dalam
pelayanannya (Suhrawadi Lubis:1994).
Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia
yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Deklrasi Universal Hak
Asasi Manusia
PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh
informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan
meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan
pers itu, wartawan  Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa,
tanggung jawab sosial, keberagamaan masyarakat, dan norma-norma agama.
Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers
menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan
terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk
memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan
moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga
kepercayaan public dan menegakkan integritas serta profesionalisme.(KEJ:14
April 2006).
Ada tiga dasar berlakunya Kode Etik Jurnalistik yang saat ini dipakai  oleh
wartawan Indonesia:
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a. Kesepakatan 29 organisasi pers seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 14 Maret
2006.
b. Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008.
c. Pasal 7 ayat  2 Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang pers yang
menyebut,”Wartawan Indonesia memiliki dan menaati Kode Etik jurnalistik.”
Sejarah terbentuknya Kode Etik Jurnalistik Indonesia.
Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, para wartawan Indonesia belum
mempunyai Kode Etik Jurnalistik. Begitu pula ketika persatuan wartawan
Indonesia (PWI), organisasi wartawan tertua yang lahir setelah februari 1946
belum ada kode etik jurnalistik. Penulisan pojok (dengan berbagai nama) pada
waktu itu yang cukup tajam dan kadang-kadang bernuansa satire, sinis dan atau
penuh anekdot, menimbulkan sejumlah kontroversi termasuk perdebatan apa
yang boleh dan apa yang tidak boleh di tulis dalam bidang jurnalistik. Dari
sanalah kemudian mulai muncul pemikiran perlu adanya kode etik di bidang
jurnalistik di Indonesia.
Pada tahun 1947 lahirlah kode etik jurnalistik pertama melalui pembuatan
kode etik jurnalistik yang di ketuai oleh Tasrif, seorang wartawan yang kemudian
menjadi pengacara. Isi kode etik ini tidak lebih merupakan terjemahan dari
Canon of Journalism, kode etik wartawan Amerika pada waktu itu. Tidak heran
isi dari kode etik jurnalistik (PWI) pertama ini sama dengan Canon of
Journalism, hanya penyebutannya disesuaikan dengan istilah Indonesia.
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Setelah lahir Undang- Undang No.11 tahun 1966 tentang pokok-pokok
Pers, Dewan Pers membentuk panitia Ad Hoc yang terdiri dari 7 (tujuh) orang
untuk merumuskan berbagai kode etik di bidang Pers, termasuk kode etik
jurnalistik. Ke-7 orang itu masing-masing Mochtar Lubis, Nurhadi Kartaatmadja,
H.G Rorimpandey, Soendoro, Wanohito, L.E Manuhua, dan A. azis. Hasil
panitia Ad Hoc diseraahkan kepada Dewan Pers pada tanggal 30 september
1968. Kemudian Dewan Pers mengeluarkan keputusan No.09/1998 yang ditanda
tangani oleh Boediardjo dan T.Sjahril yang menetapkan Kode Etik Jurnalistik
hasil rumusan “ Panitia tujuh” sebagai Kode Etik Jurnalistik.
Sesudah adanya Kode Etik Jurnalistik ini, PWI tidak pernah mencabut
Kode Etik Jurnalistik yang pernah mereka keluarkan sebelumnya sehingga ada
dua Kode Etik Jurnalistik. Untuk wartawan anggota PWI berlaku Kode Etik
Jurnalistik PWI dan bukan anggota PWI berlaku Kode Etik Jurnalistik yang
dikeluarkan oleh Dewan Pers.
Setahun kemudian, tahun 1969, pemerintah mengeluarkan Peraturan
Menteri Penerangan No.02/ Pers/MENPEN/1969 yang menegaskan seluruh
wartawan wajib menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah
disahkan oleh pemerintah. Tetapi kala itu belum ada satupun organisasi
wartawan yang disahkan. Baru pada tanggal 20 Mei 1975 pemerintah
mengukuhkan PWI sebagai satu- satu organisasi wartwan Indonesia sebagaimana
tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan
NO.47/Kep/MENPEN/1975 yang ditanda tangani Menteri Penerangan Mashuri.
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Oleh karena PWI merupakan organisasi wartawan satu-satunya yang diakui oleh
pemerintah otomatis sejak saat itu hanya PWI yang diakui sebagai organisasi
wartawan yang sah. Hal ini juga berarti otomatis Kode Etik Jurnalistik PWI yang
berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia kala itu. Apabila bersamaan dengan itu
pemerintah membuat keputusan melalui Keputusan Menteri Penerangan
No.48/Kep/MENPEN/1945 yang menegaskan bahwa yang berlaku untuk seluruh
wartawan Indonesia adalah Kode Etik Jurnalistik PWI. Sedangkan Kode Etik
Juranlistik PWI sendiri dalam perjalanan mengalami beberapa kali perubahan.
Setelah lahirnya Undang- Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers, wartawan
diberi kebebasan memilih organisasi wartawan, dan Kode Etik Jurnalistik PWI
tentu saja tidak dapat diterapkan lagi untuk wartawan yang tidak tergabung di
PWI. Maka pada tanggal 6 agustus 1949 sebanyak 25 organisasi wartawan
sepakat mengeluarkan Kode Etik Wartwan Indonesia (KEWI). Kemudian 29 juni
2000 Kode Etik  Wartawan Indonesia disahkan oleh Dewan Pers.
Terakhir tanggal 14 maret 2006 difasilitasi oleh Dewan Pers sebanyak 29
organisasi Pers (gabungan 27 organisasi wartawan dan 2 organisasi perusahaan
pers) kembali sepakat melahirkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). PWI termasuk
salah satu organisasi yang ikut menyetujui berlakunya Kode Etik Jurnalistik ini
sehingga anggota PWI juga menundukkan diri ke dalam Kode Etik Jurnalistik ini
yang diberlakukan oleh Dewan Pers melalui Surat Keputusan Dewan Pers
No.03/SK-DP/III/2006 dan diperkuat dengan Peraturan Dewan Pers
No.6/Peraturan-DP/V/2008 (Wina Armada Sukardi,2008: 29-31).
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5. Surat Kabar (Koran)
Pada awalnya surat kabar sering kali diidentikkan dengan pers, namun karena
pengertian pers sudah luas, dimana media elektronik sekarang ini sudah dikategorikan
dengan media juga. Untuk itu pengertian pers dalam arti sempit, pers hanya meliputi
media cetak saja, salah satunya adalah surat kabar.
Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di
masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan
aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui
pembaca.33
Arti penting surat kabar terletak pada kemampuannya untuk menyajikan
berita-berita dan gagasan-gagasan tentang perkembangan masyarakat pada umumnya,
yang dapat mempengaruhi kehidupan modern seperti sekarang ini. Selain itu surat
kabar mampu menyampaikan sesuatu setiap saat kepada pembacanya melalui surat
kabar pendidikan, informasi dan interpretasi mengenai beberapa hal, sehingga hampir
sebagian besar dari masyarakat menggantungkan dirinya kepada pers untuk
memperoleh informasi.
Pada umumnya kalau kita berbicara mengenai pers sebagai media massa
tercetak ialah dalam pengertian sempit, yakni surat kabar. Menurut Onong Uchjana
Effendy ada empat ciri yang dapat dikatakan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh
surat kabar, antara lain :
33 Onong Uchjana Komunikasi Teori dan Praktek, ( Bandung: Rosdakarya, 1993), h. 123.
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a. Publisitas (Publicity)
Yang mengandung arti penyebaran kepada khalayak atau kepada publik.
Karena diperuntukkan untuk khalayak umum, isi atau informasi dalam surat kabar ini
terdiri dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan umum. Untuk itu, penerbitan
yang meskipun sama dengan surat kabar tidak bisa disebut sebagai surat kabar jika
hanya ditujukan kepada sekelompok orang atau golongan.
b. Periodesitas (Periodicity)
Yang berarti keteraturan dalam penerbitannya. Keteraturan ini bisa satu kali
sehari bisa juga satu atau dua kali terbit dalam seminggu. Karena mempunyai
keteraturan dalam penerbitannya, maka penerbit buku tidak dapat dikategorikan
sebagai surat kabar meskipun isinya menyangkut kepentingan umum karena tidak
disebarkan secara periodik dan berkala.
c. Universalitas (universality)
Yang berarti kemestaan dan keragaman. Isinya yang datang dari berbagai
penjuru dunia. Untuk itu jika sebuah penerbitan berkala isinya hanya
mengkhususkan diri pada suatu profesi atau aspek kehidupan, seperti majalah
kedokteran, arsitektur, koperasi atau pertanian, tidak termasuk surat kabar. Memang
benar bahwa berkala itu ditujukan kepada khalayak umum dan diterbitkan secara
berkala, namun bila isinya hanya mengenai salah satu aspek kehidupan saja maka
tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori surat kabar.
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d. Aktualitas (Actuality)
Menurut kata asalnya aktualitas, berarti “kini” dan “keadaan sebenarnya”.
Kedua-duanya erat sekali sangkut pautnya dengan berita yang disiarkan surat kabar.
Berita adalah laporan mengenai peristiwa yang terjadi kini, dengan perkataan lain
laporan mengenai peristiwa yang baru terjadi dan yang dilaporkan itu harus benar.
Tetapi yang dimaksudkan aktualitas sebagai ciri surat kabar adalah pertama, yaitu
kecepatan laporan, tanpa menyampingkan pentingnya kebenaran berita.
Hal-hal yang disiarkan media cetak lainnya bisa saja mengandung kebenaran,
tetapi belum tentu mengenai sesuatu yang baru saja terjadi. Diantara media cetak,
hanyalah surat kabar yang menyiarkan hal-hal yang baru terjadi. Pada kenyataannya,
memang isi surat kabar beranekaragam, selain berita juga terdapat artikel, rubrik,
cerita bersambung, cerita bergambar, dan lain-lain yang bukan merupakan laporan
tercepat. Kesemuanya itu sekedar untuk menunjang upaya membangkitkan minat
agar surat kabar bersangkutan dibeli orang.
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C. Alur Penelitian
Penjelasan :
Profesi wartawan yang berfungsi sebagai penyampai informasi dengan
pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan,
gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahaan pers, radio, televisi dan film
sangat berhubungan dengan Kode Etik Jurnalistik, di sini Kode Etik Jurnalistik
bertugas sebagai penjagaan gerbang (seleksi) terhadap semua bahan-bahan informasi
yang berdatangan dari berbagai penjuru arah sumber informasi yang ada di kantor
redaksi (gatekeeper) sehingga dibutuhkan sosialisasi untuk memperjelas kode etik
tersebut agar pesan yang disampaikan tidak bertolak belakang dengan hati nurani
profesi tersebut (jurnalis).
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode penelitian
Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif  karena tidak bermaksud  mengadakan pengujian, menjelaskan
hubungan sebab akibat, tetapi lebih memfokuskan pada pemaparan situasi yang
terjadi pada saat penelitian berlangsung. Pendekatan deskriptif adalah suatu metode
dalam meneliti status suatu kelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran
atau suatu kelas peristiwa pada saat sekarang.
Penelitian kualitatif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji
hipotesis atau membuat prediksi.1
Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa penelitian kualitatif ditujukan untuk
mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada,
mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku,
membuat perbandingan atau evaluasi; dan menentukan apa yang dilakukan orang lain
dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk
menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.2
1 Rakhmat ,Jalaluddin, Metode Penelitian Komunikasi, (Jakarta: PT. Remaja.Rosdakarya,
2001), h. 24
2 Ibid. h.25
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B. Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dengan melalui wawancara yang mendalam (depth
interview), observasi dan dokumentasi pada setiap subjek penelitian.
Wawancara ini merupakan wawancara yang dilakukan secara tatap dan
mendalam antara peneliti dengan informan untuk menggali informasi dari informan.3
Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan
mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi juga berarti suatu
cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis
fenomena-fenomena yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.4
Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang penerapan Kode Etik
Jurnalistik pada Koran Berita Kota makassar.
Dokumentasi yaitu penulis mengadakan pengumpulan data dari keduanya.
Data yang di maksud berupa dokumen/arsip, rekaman hasil wawancara berupa audio.
C. Subjek Penelitan dan Informan
a. Subjek Penelitian
Oleh Spradley  dinamakan Social situation atau situasi sosial yang terdiri dari
tiga elemen yaitu tempat (place), pelaku (actors) dan aktivitas (activity) yang
3 Rachmat Kriyantono, Teknik Praltis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2008),  h.387-388
4 Sutrisno, Hadi, Metodelogi Research II ,(Yogyakarta: Gajahmada Press, 1994), h. 136
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berinteraksi secara sinergis.5. Pada penelitian ini, penulis mengamati Penerapan kode
etik jurnalistik oleh watawan. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah wartawan
Harian Berita Kota Makassar.
b. Penentuan Informan Kunci
Informan kunci (untuk menjelaskan Pemahaman wartawan, sosialisasi serta
penerapan Kode Etik Jurnalistik padan wrtawan harian Berita Kota Makassar) dalam
penelitian ini diambil dari Pimpinan Redaksi harian berita Kota Makassar.
Menurut Bernard Key Informan adalah “key informant interviewing is an integral
part of ethnographic research. Good informants are people who can talk to easily,
who understand the information you need, and who are glad to give it to you or get it
to you.” ( informan kunci adalah suatu bagian integral dari riset etnografi. Informan
kunci yang baik adalah orang yang peneliti dapat temui dan diajak berbicara dengan
mudah, yang memahami informasi yang peneliti butuhkan dan orang yang bersedia
memberikan informasi kepada peneliti).6
Dengan penjelasan di atas penulis memutuskan bahwa yang akan menjadi
informan kunci untuk menjelaskan masalah yang peneliti angkat adalah Pimpinan
Redaksi dari institusi tempat dimana penulis meneliti yaitu harian Berita Kota
Makassar
5 James P. Spradley, Metode Etnografi.  (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), h. 49
6 Sellato, Bernard , Nomads of the Borneo Rainforest ( Honolulu: 1994), h. 166
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Nama : Muhammad Arsan Fitri
Jabatan : Pimpinan Redaksi Harian Berita Kota Makassar
Masa Kerja : 10 Tahun
Pada penelitian ini yang berperan sebagai key informan adalah pimpinan
redaksi harian Berita Kota Makassar, alasan menjadikan pimpinan redaksi harian
Berita Kota Makassar sebagai Key informan adalah dikarenakan tidak hanya
memberikan keterangan dan informasi, tetapi dalam melaksanakan kegiatan mencari,
mengumpulkan, menulis dan menyunting berita, sampai pengolahan berita dan berita
siap tayang merupakan tanggung pimpinan redaksi harian Berita Kota Makassar.
c. Informan
Untuk membuat penelitian ini berimbang dalam penyajiannya maka penulis
membutuhkan informan sebagai objek yang wajib diwawancarai, dalam hal ini
penulis memutuskan untuk informan yang akan membantu peneliti dalam penelian ini
adalah wartawan, sama seperti keyinforman penulis juga memiliki alasan yang tepat
mengapa memilih wartawan sebagai informan alasannya antara lain merekalah yang
berhubungan dan mengetahui seluk beluk pengerjaan berita di harian Berita Kota
Makassar.
Dalam menentukan informan yang akan menjadi sumber informasi bagi
penulis, ada beberapa syarat yang diperhitungkan penulis antara lain, seperti yang di
kemukakan.7 Spradley :
1. Enkulturasi penuh, maksudnya informan mengetahui budaya mereka dengan
7 Ibid, h. 61-70
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baik tanpa harus melakukannya. Mereka melakukan berbagai hal secara
otomatis dari tahun ke tahun.
2. Keterlibatannya langsung, maksudnya informan harus terlibat dalam suasana
kebudayaan mereka dan mereka menerapkannya setiap hari.
3. Waktu yang cukup, maksudnya, pada saat melakukan wawancara waktu
diharapkan sesuai dengan kondisi informan
4. Non analitis, maksudnya, informan yang baik adalah informan yang
memberikan penjelasan berdasarkan konsep mereka, bukan konsep dari luar.
Dari syarat-syarat tersebut akhirnya penulis menetapkan 4 orang sebagai
informan penelitian, ke empat orang ini memiliki latar belakang yang berbeda
dari segi umur, lama waktu bekerja di harian Berita Kota Makassar, jenis
kelamin, dan tingkat pendidikan.
Berikut ini adalah data informan dalam penelitian ini :
N
o
Nama umur L/P Jabatan
Lama
bekerja
Pendidikan
terakhir
1 Irwan 28 th L Reporter 10 th S1
2 Ahmad Sidik 30 th L Reporter 10 th S1
3 Rizka Hakim 23 th P Reporter 1 th S1
4 Juni Sewang 24 th L Reporter 1 th D3
Tabel Nama Informan
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D. Waktu Penelitian
Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan, dimulai setelah penulis
mendapatkan surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan (Balitbangda). Pada tangga 27 september peneliti mulai
melaksanakan prosedur penelitian dengan membawa surat izin penelitian di kantor
Berita Kota Makassar, hingga kemudian terakhir masa penelitian pada tanggal 27
Oktober.
E. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh di lapangan terlebih dahulu diolah, kemudian dibahas
dalam satu karya tulis ilmiah, dalam hal ini skripsi. Namun sebelum mengolah dan
menganalisis data yang terkumpul, terlebih dahulu melakukan pengecekan ulang.
Setelah data yang diperlukan suda terkumpul semua, kemudian penulis mengolahnya
dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu teknik yang bertujuan untuk menggambarkan
keadaan atau satus fenomena terhadap objek yang diteliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Umum Harian Berita Kota Makassar
Bermula dari Jurnalisme "Sandal Jepit". Sudah ribuan perubahan (besar dan
kecil) telah dilakukan media harian Berita Kota Makassar, sejak kelahirannya 28 Juni
1970. Dalam  melakukan perubahan nama, mungkin sebagai yang paling berani. Dari
harian Bina Baru menjadi koran harian Berita Kota Makassar. nama ini terus melekat
hingga sekarang.
Koran harian Berita Kota Makassar tidak lahir begitu saja, dimana telah
terjadi proses yang begitu panjang hingga pada 28 Juni 2010 berusia 13 tahun. Usia
yang sudah cukup matang untuk sebuah proses media.
Dulu awal berdirinya, media ini bukanlah harian. Hanya terbit satu kali
seminggu, namanya mingguan Bina Baru yang berkantor di rumah pemiliknya,
Syamsuddin Pallusai di kompleks perumahan Toddopuli. Berita-berita yang
disuguhkan lebih pada sosial kontrol, permasalahan kemanusiaan, dan hukum
terutama mengungkap kasus-kasus korupsi.
Seiring perjalanan waktu, tepatnya September 1992, Mingguan Bina Baru, ini
kemudian bergabung dengan harian Fajar. Kantornya pun pindah dari Toddopuli ke
Jl Racing Centre, di kantor pusat harian Fajar. Saat itu masih tetap terbit sekali
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seminggu, tentu saja sudah mengalami banyak perubahan mulai dari manajemen
hingga  penampilan surat kabarnya.
Media ini kemudian mulai terbit dua kali sepekan tepatnya setiap Senin dan
Kamis, karena mengalami kemajuan yang cukup pesat maka pada 11 Maret 1997,
Bina Baru pun berubah menjadi koran harian, terbit setiap hari Senin hingga Sabtu.
Pada setiap “tanggal merah”, termasuk Minggu media ini tidak terbit. Kantornya
tidak lagi Jl Racing Centre, tapi pindah ke Jl Abdullah Dg Sirua.
Keseriusan media ini di buktikan ketika berubah dari semula terbit dua kali
sepekan menjadi harian, dan bagian redaksinya pun yang semula yang tak lebih dari
delapan orang termasuk redaktur pelaksana dan tiga redaktur, langsung merekrut
sekitar 30 wartawan muda.
Kehadiran Bina Baru menjadi sebuah koran harian ternyata mendapat
sambutan positif masyarakat hingga terus berkembang apalagi media ini hadir dengan
format baru dan menjadi satu-satunya koran metro di Makassar, bahkan Sulsel.
Muatan berita-beritanya pada saat itu lebih banyak menyangkut dunia kriminalitas,
hukum, rumah tangga, dan hiburan.
Jajaran media ini mengambil langkah yang sangat berani dengan mengubah
namanya, dari nama Harian Bina Baru menjadi harian Berita Kota Makassar.
Perubahan itu muncul saat berlangsung rapat tahunan yang digelar di Malino pada
awal 1999.
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Jajaran Berita Kota Makassar sudah sangat biasa dengan perubahan-
perubahan sehingga dengan perubahan nama pun tidak banyak menimbulkan
masalah. Pada saat itu masih ada yang ragu-ragu dan khawatir terhadap dampak
perubahan namanya karena nama Bina Baru saat itu sudah sedemikian dikenalnya
sehingga pertaruhannya juga amat besar. Tingkat keberanian mempertaruhkan
sesuatu yang sudah besar memang berbeda dengan ketika media ini masih dalam era
“perjuangan untuk hidup”.
Koran harian Berita Kota Makassar selalu membuat perubahan tentunya ke
arah yang lebih baik. Di awal-awal terbit harian Berita Kota Makassar dipenuhi
dengan berita-berita kriminal maupun peristiwa perkotaan mulai dari peristiwa heboh
hingga hal-hal yang kecil, bahkan kegiatan di kelurahan hingga RT dan RW tak
pernah luput dari jepretan wartawan harian Berita Kota Makassar.
Ingin tampil dalam berita adalah gejala psiko-sosial. Orang ingin populer
dikenal orang banyak tidak hanya melalui interaksi sosial langsung tetapi melalui
media massa.
Gejala psiko-sosial juga terlihat pada adanya keinginan orang untuk
membandingkan antara realitas dalam kehidupan sehari-hari dengan realitas yang
dikonstruksi media. Ini seperti orang yang melihat dirinya dalam foto. Meskipun
sudah tahu seperti apa rupa kita sesungguhnya. Dalam konteks media orang ingin
membandingkan realitas empirik dengan realitas media.
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Koran harian Berita Kota Makassar mencoba merespons gejala psiko-sosial
ini dengan strategi ”pembaca membaca berita tentang dirinya.” Kejadian-kejadian
kecil dan biasa di sebuah komunitas ditulis sebagai berita, seringkali disertai foto
kemudian koran itu diedarkan di komunitas yang diberitakan itu.
Bukan hanya kegiatan RT dan RW yang muncul tapi juga kejadian kecil
sekali pun, bahkan ada yang berkomentar, ”Sandal jepit hilang pun jadi berita”.
Sandal hilang pun saat itu diberitakan oleh media harian Berita Kota Makassar, yang
kemudian menamakan jurnalisme saat itu adalah jurnalisme "sandal jepit".
Beritanya tak hanya memenuhi kriteria layak berita, semisal penting
(significance) dan besar (magnitude). Yang lebih diutamakan adalah kedekatan
(proximity), yakni kedekatan antara pembaca dengan berita.
Sesuai dengan namanya sebagai koran metro maka koran Berita Kota
Makassar harus menguasai kota, motto bahwa "jangan mengaku orang Makassar
sebelum membaca koran harian Berita Kota Makassar", karena itu tidak boleh ada
peristiwa yang terlewatkan bahkan sekecil apapun. Tentu dengan pemberitaan yang
akurat, lebih lengkap, dan lebih dalam.
Berdasarkan fenomena psiko-sosial media ini mencoba membangun sebuah
logika, jika seseorang atau komunitas ditampilkan dalam berita maka orang itu dan
orang-orang dalam komunitas tersebut tentu berkeinginan membacanya. Membaca
berarti membeli jadi kebijakan rubrikasi berdasarkan wilayah administrasi ini
merupakan strategi pemasaran.
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perubahan muncul terutama soal penampilan koran. Pertengahan 2006
perwajahan dan isi dirombak, yang semula halaman depan diwarnai dengan berita-
berita kriminal dan hukum dengan penataan yang lebih “padat berisi”, tampil lebih
elegan. Berita di halaman depan juga tak lagi menonjolkan kriminal tapi lebih
“majemuk”. Bukan berarti media ini meninggalkan ciri lamanya seperti berita-berita
hukum, kriminal, dan hiburan tetap ada.
Tagline ini tentu di implementasikan pula dalam pengolahan rubrikasi dengan
membuka rubrik "Aduan Warga”. Warga bisa mengadu apa saja, lalu kemudian
mencoba menjembatani dengan pihak terkait guna dicarikan jalan keluar.
Di usianya yang ke-13, media ini terus menyampaikan berita-berita beragam
terutama yang terjadi di Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya, seperti
kriminalitas, hukum, perkotaan, politik, agama, pendidikan (edukasi), hiburan,
olahraga, dan sosial kontrol yang akurat, lebih dalam, lebih lengkap. Ibarat
“supermarket” yang menyediakan beraneka macam menu, bukan lagi seperti “butik”
yang hanya menyuguhkan satu jenis menu saja1.
2. Visi, Misi dan Logo Koran Harian Berita Kota Makassar
a. Visi
Koran harian Berita Kota Makassar memiliki visi menjadi koran harian
terbaik di Sulawesi selatan, khususnya warga Makassar. Tentu kedepannya dapat
1 Gambaran umum Koran Harian Berita Makassar di ambil di ruang redaksi dan wawancara,
ketua komisioner Koran Harian Berita Kota Makassar H. Zulkifli Gani Ottoh, gedung PWI, 19
Oktober 2012
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meningkatkan kualitas, baik dari segi pemberitaan maupun performance
(penampilan/perwajahan/layout), dengan tetap mengacu pada motto yakni sebagai
Suara Lokal Pembela Rakyat.
b. Misi
Wadah aspirasi masyarakat dalam mencerdaskan bangsa demi memperkuat
persatuan dan kesatuan dalam membela kepentingan rakyat dengan menyuarakan
setiap permasalahan mereka.
c. Logo Koran Harian BKM
Visi, Misi dan Logo Koran Harian BKM dri semenjak berdirinya belum ada
pergantian sampai saat ini2
3. Struktur Organisasi Koran Harian Berita Kota Makassar
a. Profil Perusahaan & Redaksi
Penerbit: PT. Berita Kota Makassar
SIUPP:No.094/SK/Menpe\n/SIUPP/B.1/1986 Tanggal 15 Maret 1986 dan
No.199/Ditjen PPG/K/1994 Tgl 17 Oktober 1994 serta No.12a/Ditjen PPG K/ 1997
2 Visi, Misi dan Logo Koran Harian Berta KotaMakassar http://www.beritakotamakassar.com.
Di akses (1 Oktobr 2012)
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Tanggal 31 Januari 1997.
Pembina : H. M. Alwi Hamu
Supervisor Manajemen : H. Syamsu Nur.
Komisaris Utama : H. Zulkifli Gani Ottoh.
Komisaris : Truitje Musila, Subhan Hamu.
Direktur : Mustawa Nur
Wakil Direktur : Wakhyono.
Penasehat Hukum : Ridwan Djhonny Silamma & Partner.
Manajer Produksi dan Distribusi : Ahmad Nunung
Manajer Iklan : Muhammad Yunar
Manajer Promosi/IT : Muhammad Fadrin Fachry
Manajer Pemasaran : Budiman
Keuangan : Jumakil Daraming
Umum/Personalia : Masjidan
Pemimpin Umum : Mustawa Nur
Pemimpin Redaksi : Muhammad Arsan Fitri
Wakil Pemimpin Redaksi : Wahyono
Redaktur Pelaksana : Muhammad Syakir, Muhammad Arsan Fitri.
Sekretaris Redaksi : Nurmiati.
Staff Redaksi : Saribulan,
Reporter : Ahmad Sidik, Irwan Lupus, Muh Darwin, Herwin
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Bahar, Warta, Juldam Husain, Askari, Muh Yusuf,
Amrin, Usman Adi, Hamzah, Abd. Gaffar, Arif Situju,
Samsuri, Zain Syam, Syafril.
Dewan Redaksi : Mustawa Nur (ketua), Arsan Fitri (sekretaris), Ahmad
Nunung, Wakhyono, Muh Syakir, Andi Rustan,
Herwin Bahar.
Kepala Pracetak: Muh Ilyas. Anggota: Mustari Sara,
Ramuddin, Ahmad Sauki, M. Anwar, Ilyas,
Hasanuddin (Design Iklan)
1. Redaksi:
Jl. Urip Sumohardjo No 20 Makassar (Gedung Graha Pena Makassar, Lantai 3)
Telp. (0411) 451313 (hunting) Iklan (12), Sirkulasi (17), Redaksi (16). Personalia
/Umum (14). Keuangan (13)
Fax. (0411) 452280
Web: www.beritakotamakassar.com
Email: redaksibkm@yahoo.co.id
2. Perwakilan Jakarta:
Mu'min Rolle, Jl. Palmerah Barat (Kompleks Widuri)
No. 353 Tlp. (021) 5322632; Fax. (021) 5322629.
Langganan: Rp. 60.000/bulan (luar kota disesuaikan dengan ongkos kirim). Eceran
dalam Kota Makassar. Rp. 2.500/eksamplar - Daerah lain disesuaikan ongkos kirim.
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Tarif Iklan: Umum (BW) Rp. 15.000/mm kolom-Warna Rp 27.500/mm kolom.
Sponsorship/advertorail (colour) Rp 7.500/mm- BW Rp 5.000/mm.
3. Perwakilan Pemberitaan, Iklan dan Sirkulasi:
Saribulan Jl. Poros Malino HP: 08152527019 (Gowa).
Syarifuddin Jl Poros Takalar, HP: 081342557386
Wayan S Natha, HP: 08114219555 (Takalar).
H. Jabbar Tanro Jl Maccini Baji No 60, Tlp (o419) 2425237 (Jeneponto).
Fatmawati, Jl Biangloe, Pa’jukukang HP: 085242998886
Wahid Amin, HP: (0413) 2424590 (Bantaeng).
Suaedy Lantara Jl Cendana HP. 081342028727 (Bulukumba).
Ucok Haidir Jl S. Parman Lr 2 Benteng Tlp (0414) 21665 (Selayar).
Askari Jl Poros Maros, Kel Taro Ada, Kec Turikale HP: 081241675000 (Maros).
Budhi AMS, HP: 081543123707 (Pangkep).
Rusdi Nasaruddin Jl AM Yahya Blok B/27 HP: 08124165108 (Barru).
Mukhtar Jl Abubakar Caco No 20. Telp (0421) 23669 (Parepare).
Nurhayati Muin L.O Jl BTN Ma’jelling Blok B No 12 Telp (0421) 96154, HP:
081355839169 (Sidrap).
Kasman Jl Jend A Yani Lr 1/49 Telp: (0421) 922641 (Pinrang).
Jaenu Jl BTN Gonjeng Permai Blok H/4, HP: 085239555766 (Sinjai).
H Alimuddin, HP: 081342106808 (Sengkang).
Firdaus Jl Kemakmuran No 20 Tlp 21989-085255593667 (Soppeng).
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Rahmawati Jl Poros Pebu Baroko No. 69, Kec Alla HP. 08124100286 (Enrekang).
Asrul Hp 081355684391 (Palopo).
Irwan Musa Jl Terang No 42 HP: 081355841515 (Belopa) .
Muh Agus Burhan, Makale HP 085242088688 (Tana Toraja).
Abdul Aziz Taba, Jl Poros Kesu,Rantaepao HP 081343904320 (Toraja Utara).Toraja.
Darman Ardi Jl Budi Utomo No: 7 Pekkabata, Polewali Mandar. Tlp: (0422) 21749-
0811416976 (Mamasa).
Muh. Fahmi Jl. Jend Sudirman No 130 Tlp: (0422) 21749-085217403669 (Majene).
Alaluddin Jl Emmi Saelan No 22 Tlp (0422) 21297-08134241854 (Mamuju).
Bank: Bank BRI Cabang Kampung Melayu No. Rekening: 7016-01-000107.53.7 atas
nama PT. Berita Kota Makassar (Koran).
Bank: BPD Sulsel No: Rekening: 0130.003.000015667.7 atas nama PT Berita Kota
Makassar (Iklan)3.
B. Hasil Penelitian
1. Pengetahuan Wartawan Harian Berita Kota Makassar Terhadap Kode Etik
Jurnalistik
Penelitian ini secara garis besar akan membahas bagaimana penerapan Kode
Etik Jurnalistik pada koran harian Berita Kota Makassar. Untuk mengetahui
3 Visi, Misi dan Logo koran harian Berta KotaMakassar http://www.beritakotamakassar.com.
Di akses (1 Oktobr 2012
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bagaimana penerapannya tersebut terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana
pemahaman wartawan harian Berita Kota Makassar tentang Kode Etik Jurnalistik.
Ada beberapa fakta yang disajikan penulis mengenai Kode Etik Jurnalisitik
disini fakta yang paling mencengangkan adalah tidak semua wartawan harian Berita
Kota Makassar mengetahui Kode Etik Jurnalistik, salah satu informan yang bernama
Rizka hakim mengaku tidak terlalu memahami Kode Etik Jurnalistik dikarenakan
dasar dari pendidikannya bukanlah jurnalistik, dan dia termasuk wartawan baru di
harian Berita Kota Makassar sehingga tidak terlalu mengerti dengan Kode Etik
Jurnalistik, seperti Rizka Hakim yang menjadi salah satu informan saat diwawancarai
penulis dengan pertanyaan bagaimana pemahaman anda tentang Kode Etik
Jurnalistik?Jawab.
“ saya baru disini (jadi wartawan harian Berita Kota Makassar), yang  saya tau
cuma membuat berita yang baik aja, kalo untuk menjelaskan Kode Etik
Jurnalistik secara luas itu saya tidak terlalu mengerti. Saya tau yang awam aja,
misalnya berita harus berimbang, terus pemberitaan harus sesuai hati nurani4.”
Ungkapan diatas menunjukan bahwa wartawan baru (junior) Koran harian
Berita Kota Makassar tidak terfasilitasi dengan baik untuk mengembangkan
pemahaman tentang kode Erik jurnalistik, sehingga saat penulis melakukan
wawancara, informan tidak mampu menjelaskan tentang Kode Etik Jurnalistik.
Bukan hanya Rizka Hakim yang mengaku tidak mngetahui Kode Etik
Jurnalistik, Juni sewang juga tidak mengetahui Kode Etik Jurnalistik, ia menjelaskan
bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas mengenai Kode Etik Jurnalistik
4 Wawancara, Raizka Hakim, 18 Oktober 2012, di ruang redaksi harian Berita Kota Makassar.
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dikarenakan belum pernah mengikuti pelatihan jurnalistik, pengetahuan yang ia
dapatkan mengenai kewartawanan didapatkan secara otodidak. Berikut jawaban Juni
Sewang ketika penulis melakukan wawancara terkait pemahaman wartwan harian
Berita Kota Makassar terhadap Kode Etik Jurnalistik.
“saya tidak tau pasti tentang kode etik, tapi saya pernah sedikit membaca
soal kode etik itu5.”
Pernyataan dari dua wartawan junior ini berbanding terbalik dengan
pernyataan dari Irwan dan Ahmad sidik. Ke dua wartawan senior ini mengetahui apa
yang dimaksud dengan kode etik secara garis besar saja karena menurut mereka
Kode Etik Jurnalistik seharusnya dipahami bukan dihafalkan, seperti yang
dikemukakan Irwan.
“saya tau soal Kode Etik Jurnalistik, tapi jangan tanya saya urutannya atau
pasal-pasalnya ya, soalnya saya pasti tidak bisa menjawab, tapi saya ngerti”6
Iwan, adalah salah satu informan dalam penelitian ini yang mengetahui
Kode Etik Jurnalistik secara garis besar, dan memang rata-rata pengetahuan
wartawan mengenai Kode Etik Jurnalistik hanya sebatas garis besarnya saja tanpa
mengetahui kajian tiap pasal atau tiap urutan Kode Etik Jurnalistik.
Dari kelima informan yang menjadi sumber penulis dalam penelitian ini ada
tiga orang yang pernah mengikuti pelatihan jurnalistik, sehingga secara garis besar
mereka memahami dan mengerti mengenai Kode Etik Jurnalistik antara lain adalah
mereka yang memang bisa dikatakan senior dalam pekerjaannya, mereka mengaku
5 Wawancara, Juni Sewang, 18 Oktober 2012, di warung kopi zone
6 Wawancara, Iwan, (18 Oktober 2012, di ruang Redakasi harian Berita Kota Makassar
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mengikuti pelatihan jurnalistik yang mereka ikuti adalah pelatihan yang diadakan
Fajar Grop sebagai perusahaan induk dari harian Berita Kota Makassar, sehingga
pengetahuan mereka mengenai Kode Etik Jurnalistik kurang mendalam, seperti yang
dikemukakan Pimpinan Redaksi Harian Berita Kota Makassar Ahmad  Sidik saat
penulis mealakukan wawancara dengan pertanyaan, Apakah harian Berita Kota
Makassar tidak pernah melakukan pelatihan jurnalistik terkait Kode Etik
Jurnalistik?jawab
“Berita Kota Makassar sebagai suatu perusahaan media memang jarang
mengadakan pelatihan jurnalitik kepada para wartawannya, tapi ada yang
membidangi masalah pelatihan-pelatihan yaitu  Fajar Group sebagai lembaga
yang memayungi harian Berita Kota Makassar, namun yang mengikuti
pelatihan tersebut hanya 1,2 wartawan saja oleh karena permintaan pengelolah
pelatihan hanya 1 atau 2 orang saja.7
Keadaan seperti ini yang menjadi alasan mengapa wartawan pemula di Harian
Berita Kota Makassar lebih berpotensi melakukan pelanggaran Koda Etik Jurnalistik
dibandingkan wartawan senior, karena wartawan junior belum terfasilitasi secara
layak oleh kantor untuk mempelajari kode etik juranalistik yang seharusnya menjadi
pedoman bagi mereka menjalankan rutinitasnya sebagai wartawan.
Penjelasan Muhammad Arsan Fitri di atas merupakan jawaban mengapa
wartawan junior memiliki keterbatasan dalam mendapatkan fasilitas untuk mengikuti
pelatihan- pelatihan yang difasilitai perusahaan, padahal seharusnya wartawan junior
diberdayakan sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kegiatan
jurnalistik di harian Berita kota Makassar.
7 Wawancara, Muhammad Arsan Fitri Pimpinan Redaksi Harian Berita Kota Makassar, 19
Oktober 2012 diruang Redaksi harian Berita Kota Makassar
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Tidak hanya wartawan baru (junior) yang melakukan pelanggaran Kode Etik
Jurnalistik, wartawan lama (senior) juga terkadang melanggar kode etik dengan
alasan bahwa berita akan semakin baik apabila tersusun dengan apik dan merupakan
suatu gebrakan yang menggegerkan masyarakat luas sedangkan wartawan tersebut
lupa bahwa dalam Kode Etik Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi
informasi latar belakang, off the record, dan embargo.
Terkadang semakin penting apa yang dikemukakan oleh narasumber, semakin
narasumber tersebut tidak mau disebutkan namanya dalam penyiaran berita tersebut,
maka dari itu diperlukan kemampuan khusus dari wartawan dalam menyajikan berita
dan menghormati narasumber yang merupakan bagian dari tugas wartawan. Contoh
kesalahan yang pernah dilakukan oleh Rizka Hakim, ia membut pemberitaan yang
tidak benar adanya, dikarenakan ia hanya mengambil satu orang narasumber dalam
masalah tersebut tanpa mempertimbangkan pihak lain yang juga merupakan
narasumber untuk masalah tersebut akhirnya berita yang dihasilkan tidak berimbang
dan terjadi keslahan efek informsi yang diterima masyarakat, dan ini merupakan
pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sepeerti, seperti yang di kemukakannya:
“saat itu memang saya salah, saya memasukan opini saya terhadap masalah
yang akan saya beritakan hal itu menimbulkan efek pemberitaan yang tidak
berimbang dan parahnya lagi, pihak yang saya bela itu ternyata memang
bersalah, jadi dalam berita saya itu saya membela pihak yang bersalah,
kesalahan yang fatal bukan? “ ucap Rizka Hakim.8
Kesalahan yang dilakukan wartawan tersebut dikarenakan kurangnya
pengetahuan mereka mengenai Kode Etik, mungkin secara garis besar mereka tahu
8 Wawancara, Rizka Hakim, 18 Oktober 2012, rauang rapat harian Berita Kota Makassar
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mengenai Kode Etik Jurnalistik namun tidak terlalu memahaminya sehingga dalam
prakteknya, mereka masih merasa kewalahan dalam mengikuti kode etik yang
berlaku. Ini dapat berarti sosialisasi kode etik diruang redaksi kurang sehingga masih
ada wartawan yang melakukan kesalahan dalam pemberitaan yang dilakukannya.
Ahmad Sidik adalah contoh wartawan yang terkadang melupakan tatanan
kode etik dalam pembuatan beritanya ia mengakui kesalahannya dikarenakan ia tidak
selalu menerapkan kode etik pada setiap pemberitaanya.
“kode etik itu rumit, terlalu banyak berita yang harus terbuang sia-sia bila kita
mengikuti kode etik, sedangkan dengan tidak memikirkan kode etik wartawan
bisa lebih leluasa memainkan perannya sebagai penyambung informasi”9
Kehadiran kode etik yang seharusnya menjadi patokan tiap wartawan mencari
berita malah dianggap tali pengekang kebebasan mereka dalam mencari berita,
kalangan wartawan yang justru memandang sebelah mata Kode Etik Jurnalistik,
yaitu kalangan yang mengatakan bahwa kode etik itu pada hakikatnya merupakan
pembatasan atas kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Karena di dalam kode
etik terdapat sejumlah larangan dan pantangan.
Adanya sejumlah larangan dan pantangan inilah yang menjadi dasar mereka
menolak pelaksanaan kode etik untuk selanjutnya mengatakan, biarkanlah wartawan
tersebut berkiprah dan berekspresi tanpa dibatasi oleh kode etik. pengakuan Ahmad
Sidik ini diakui oleh wartawan senior lainnya, Iwan menyatakan bahwa :
“kode etik memang merupakan panduan wartawan dalam pencarian berita
dan merupakan etika profesi namun adakalanya wartawan mau tidak mau
melupakan kode etik profesi tersebut, contoh kasusnya saat kita terlambat
9 Wawancara, Ahmad Sidik, 19 Oktober 2012, rauang rapat harian Berita Kota Makassar
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meliput suatu sidang maupun Konferensi pers mau tidak mau kita harus
mengkloning hasil rekaman wartawan yang terlebih dahulu hadir di acara
tersebut, bila tidak melakukan itu kita tidak mendapat berita”10
Contoh kasus yang dipaparkan Iwan tadi merupakan dilema setiap wartawan
dalam hubungannya dengan profesionalitas mereka sebagai wartawan di satu sisi
mereka harus berhadapan dengan kode etik, di lainnya mereka juga harus menyiarkan
berita yang telah menjadi tanggungjawab mereka terhadap kantor di mana mereka
bernaung. Dilema ini dianggap sebagai suatu alasan yang tidak prinsipil seperti
ungkapan Muhammad Arsan Fitiri :
“Seorang jurnalis sejati tidak akan mampu menyebarka informasi yang hanya
menguntungkan sebagian pihak, jurnalis sejati tidak akan sanggup
membohongi masyarakat, jurnalis sejati tidak akan mencoreng kode etik
karena kode etik bagaikan nyawa mereka dalam berjurnalis”11
Dari ungkapan diatas bahwa esensi kode etik merupakan ikrar mereka yang
tergabung dalam satu organisasi profesi, dalam hal ini organisasi wartawan, untuk
menaati dan melaksanakannya dalam kegiatan jurnalistik sehari-hari. Dengan kata
lain, kode etik inilah yang harus menjiwai dan menyemangati setiap wartawan dalam
menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya sehingga menjadi seorang wartawan
profesional yang bermartabat. Dengan demikian, kebebasan pers yang liberal
sekalipun harus dipagari oleh rambu-rambu. Atau harus berjalan di dalam koridor
yang dibatasi oleh kode etik. Apabila pelaksanaan kebebasan pers itu keluar dari
koridor tadi, berarti melanggar rambu-rambu kode etik. Itulah sebabnya sering
10 Wawancara, Iwan, 20 Oktober 2012, ruang Redaksi harian Berita Kota Makassar
11 Wawancara, Muhammad Arsan Fitri, 20 Oktober 2012, ruang Redaksi harian Berita Kota
Makassar
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dikatakan, kalau kita berbicara mengenai batas-batas kebebasan pers, maka yang
menjadi ukurannya tidak lain adalah sepanjang tidak melanggar kode etik. Dengan
kata lain, Kode Etik Jurnalistik itulah yang menjadi batas kebebasan pers. Wartawan
junior terkadang dalam peliputan bersikap idealis sehingga kadang terlalu mengikuti
rambu-rambu yang ada, seperti pernyataan Rizka Hakim,
“ waktu itu aku mau mencari pelaku aborsi untuk sebuah liputan investigasi
namun satu dari 10 orang wanita yang aku ketahui pernah melakukan aborsi
tidak ada yang mau aku wawancarai dan direkam untuk disiarkan, aku terlalu
mengikutri kaidah jurnalistik untuk tidak merekamnya secara diam-diam dan
menyiarkannya, alhasil aku harus berjuang keras untuk mendapatkan
narasumber yang mau berbagi kepada pendengar mengenai kisahnya”12
Pada kasus tersebut di atas terlihat bahwa wartawan junior terkadang tidak
fleksibel dalam pencarian berita di lapangan, mereka menganggap bahwa Kode Etik
Jurnalistik merupakan satu tolak ukur keabsahan suatu berita sehingga harus benar-
benar dijunjung tinggi kebenarannya. Persepsi ini tidak sebenarnya salah. Kode etik
diperlukan karena akan membantu wartawan dan pengelola media untuk menentukan
apa yang benar dan yang salah, baik atau buruk, dan bertanggungjawab atau tidak
dalam proses kerja jurnalisme.
Kode Etik Jurnalistik terkait erat dengan konsep kewajiban wartawan dan
pengelola media untuk memberitakan informasi yang benar (truth). Diyakini secara
luas konsep ini merupakan tugas  paling mendasar dari segala bentuk komunikasi
namun pada saat-saat tertentu ada saatnya wartawan harus bersikap fleksibel dalam
artian mengetahui apa yang harus mereka lakukan tanpa menghiraukan kode etik
12 Wawancara, Rizka Hakim, 20 Oktober 2012, ruang Redaksi harian Berita Kota Makassar
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namun tetap berpatokan pada kode etik yang berlaku. 13
Kesadaran akan tugas seorang wartawan dalam memberikan informasi kepada
khalayak ramai menjadi alasan mengapa wartawan harus mengetahui Kode Etik
Jurnalistik. Seperti yang diungkapkan Muhammad Arsan Fitri saat penulis melakukan
wawancara dengan pertanyaan, Kenapa wartawan  Berita Kota  Makassar  Harus
Menaati Kode Etik Jurnalistik? Jawab :
“Kode Etik Jurnalistik Itu semacam ikrar/prasetya yang harus dilaksanakan.
Ikrar ini dibuat oleh dirinya sendiri karena itu dirinya sendiri pula yang harus
melaksanakan”14
Kode Etik Jurnalistik adalah landasan moral dan operasiopnal bagi jurnalis
dalam menjalankan profesinya. Kode Etik Jurnalistik memuat beberapa hal. Mulai
dari kepribadian dan integritas seorang wartawan, sampai kepada cara pembertaan
dan menyatakan pendapat, Bagaimana bersikap terhadap sumber berita, Apa yang
harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Juga berisi penegasan bahwa
pentaatan Kode Etik Jurnalistik itu berada pada hati nurani masing-masing wartawan.
Dapat dikatakan, Kode Etik Jurnalistik diperlukan untuk menjaga harkat dan
martabat profesi kewartawanan sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Kalau ada pelanggaran, maka yang menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan
sekaligus yang memberikan sanksi adalah dirinya sendiri pula melalui institusi yang
dibentuk  yaitu Dewan Kehormatan PWI. Muhammad Arsan Fitri menambahkan
13 Analisis data wawancara dengan informan terkait dengan pemahaman terhadap Kode Etik
Jurnalistik.
14 Wawancara, Muhammad Arsan Fitri, 20 Oktober 2012, ruang Redaksi harian Berita Kota
Makassar
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“Kode Etik Jurnalistik adalah ’polisi’ bagi profesi kewartawanan. Kode Etik
Jurnalistik itulah yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
oleh wartawan”15
Dari ungkapan tersebut Sungguh tidak dapat dibayangkan apa jadinya kalau
wartawan dalam menulis dan membuat berita mengabaikan atau tidak mematuhi
Kode Etik Jurnalistik. Berita atau tulisan-tulisannya bisa tidak akurat, tidak imbang,
tidak objektif, bohong, cabul, menghakimi, memfitnah, dan sebagainya. Tentu
berita/tulisan seperti itu dapat meresahkan masyarakat, dan jelas sangat tidak sesuai
dengan peran dan fungsi pers.
Oleh karena itu tepat kiranya apabila Harian Berita Kota Makassar
Mengadakan program pembekalan wartawan Agar wartawa-wartawan dari harian
Berita Kota Makassar dapat mengerti dan memahami Kode Etik Jurnalistik, “ Kode
Etik Jurnalistik bukan kartu mati melainkan harga mati”. Apa artinya? Tidak boleh
ditawar- tawar, harus diterima, dihayati, dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya.
Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang
penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Bahwa
tidak ada satupun pasal dalam kode etik (jurnalistik) yang memberi wewenang
kepada golongan manapun di luar PWI untuk mengambil tindakan terhadap seorang
wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Karenanya saksi atas pelanggaran
kode etik adalah hak yang merupakan hak organisatoris dari PWI melalui organ-
organnya.
Menyimak dari kandungan Kode Etik Jurnalistik di atas tampak bahwa nilai-
15 Wawancara, Arsan Fitri, 26 0ktober 2012, warung kopi zone
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nilai moral, etika maupun kesusilaan mendapat tempat yang sangat urgen, namun
walau demikian tak dapat dipungkiri bahwa kenyataan yang bebicara di lapangan
masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Namun terlepas dari apakah kenyataan-
kenyataan yang ada tersebut melanggar kode etik yang ada atau norma/aturan hukum
atau bahkan melanggar kedua-duanya, semua ini tetap terpulang pada pribadi insan
pers bersangkutan, dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang
dapat menilai penerbitan/media yang hanya mencari popularitas dan
penerbitan/media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi kode etiknya.
Kode etik dan berita seharusnya merupakan satu kesatuan khusus yang tidak
dapat dipisahkan satu sama lain karena apabila tidak dibarengi penerapannya maka
akan menimbulkan efek yang jelas merugikan masyarakat karena kode etik mengatur
perilaku wartwan dalam hubungannya dengan meliput dan menyajikan berita, berita
yang dihasilkan harus sesuai dengan hati nurani wartawan tersebut. Muhammad
Arsan Fitiri mengemukakan saat di wawancarai penulis dengan pertanyaan: Seberapa
besar Kode Etik Jurnalistik mempengaruhi pembuatan berita yang dilakukan oleh
wartawan ? jawab
“Kode etik sangat berpengaruh dalam pemberitaan yang dibuat, semakin
wartawan tersebut mengerti akan esensi dari Kode Etik Jurnalistik tersebut,
maka hasil berita yang didapat akan semakin bagus, berita yang bernilai tinggi
adalah berita yang tingkat intelektualnya terlihat, maka jika kode etik sudah
dilupakan dalam pembuatan berita, nilai intelektual yang diharapkan pun sulit
didapat”16
16 Wawancara, Muhammad Arsan Fitri, 22 Oktober 2012, ruang Redaksi harian Berita Kota
Makassar.
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Penjelasan diatas menunjulan betapa besarnya pengaruh kode etik terhadap
pembuatan berita sehingga diharapkan setiap wartawan dapat mengerti dan dengan
penuh kesadaran mematuhi kode etik yang berlaku, Muhammad Arsan Fitiri
menambahkan bahwa
“penerapan kode etik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap berita-berita yang disiarkan oleh Koran Haeian Berita
Kota Makassar semakin baik dan berimbang berita yang kita sajikan semakin
masyarakat mengakui berita yang kita informasikan kepada mereka”17
Dedikasi, kepercayaan dan kode etik ternyata merupakan satu garis lurus yang
dibutuhkan wartawan dalam menjalankan tugasnya, begitu besar pengaruh kode etik
terhadap pencapaian berita yang berkualitas sehingga kepercayaan masyarakatlah
yang menjadi hadiah untuk berita yang selalu menerpakan kode etik jurnalistik
dengan baik dan berkualitas.
2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik
Begitu pentingnya Kode Etik Jurnalist  sehingga dibuat dan diawasi juga
penyelenggaraannya oleh dewan pers sehingga setiap pelaku jurnalistik harus
mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam Kode Etik Jurnalistik. Harian Berita
Kota Makassar  merupakan salah satu koran di Makassar, yang menyajikan berita
baik yang berupa hiburan, informasi. Sejalan dengan perkembangan jaman yang
begitu pesat, kompleks, serta kebutuhan masyarakat akan informasi yang lebih cepat
dan akurat, maka dalam upaya peningkatan jasa pemberitaan kepada masyarakat di
17 Wawancara, Muhammad Arsan Fitri, 20 Oktober 2012, ruang Redkasi harian Berita Kota
Makassar
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era globalisasi ini harian Berita Kota Makassar diharuskan memiliki wartawan yang
memiliki pengetahuan yang layak mengenai Kode Etik Jurnalistik, oleh karena itu
tekanan-tekanan dalam penyajian berita ke masyarakat, Harian Berita Kota Makassar
memiliki cara sendiri untuk menerapkan Kode Etik Jurnalistik.
Walaupun Harian Berita Kota Makassar dituntut harus selalu tunduk dan taat
kepada Kode Etik Jurnalistik, ternyata Orang-orang didalamnya bukanlah malaikat
yang tanpa kesalahan. Data yang ada menunjukkan bahwa pada suatu saat pers ada
kalanya melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga melanggar Kode Etik
Jurnalistik begitupun Harian Berita Kota Makassar.
Berbagai faktor dapat menyebabkan hal itu terjadi. Dari pengalaman hampir
seperempat abad dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi antara lain
karena beberapa faktor seperti ungkapan Pimpinan Redaksi Harian Berita Kota
Makassar yang merupakan key informan dalam penulisan ini dengan pertanyaan:
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran Kode Etik
Jurnalistik? jawab
“menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pers melakukan
Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Pertama, Faktor Ketidaksengajaan
meliputi: Tingkat profesionalisme para pngelolah pers termasuk wartawan
masih belum memadai, Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik
Jurnalistik memang masih terbatas. Kedua, Karena persaingan pers sangat
ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak
wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai
dengan Kode Etik Jurnalistik, dan Pers hanya dipakai sebagai topeng atau
kamuflase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di
luar ruang lingkup karya jurnalistik”18
18 Wancara, Muhammad Arsan Fitri Pimpinan Redaksi Harian Berita Kota Makassar Key
Informan dalam Penulisan ini, 27 Oktober 2012, warung kopi Dg. Anas
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Jika pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik karena faktor
ketidaksengajaan, termasuk dalam pelanggaran kategori Pengetahuan dan
pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas , artinya masih
dimungkinkan adanya ruang yang bersifat toleransi. Tak ada gading yang tak retak.
tak ada manusia yang sempurna.
Sehebat-hebatnya satu media pers, bukan tidak mungkin suatu saat secara
tidak sengaja atau tidak sadar melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dalam kasus seperti
ini, biasanya setelah ditunjukkan kekeliruan atau kesalahannya, pers yang
bersangkutan segera memperbaiki diri dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik
dengan benar, bahkan kalau perlu dengan kesatria meminta maaf.
Memang, pers yang baik bukanlah pers yang tidak pernah tersandung masalah
pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Tetapi, pers yang setelah melakukan pelanggaran
itu segera menyadarinya dan tidak mengulangi lagi serta kalau perlu meminta maaf
kepada khalayak.
Sebaliknya, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang disengaja dan termasuk
dalam pelanggaran kategori Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan
para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga
sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik merupakan
pelanggaran yang berat. Sebagian pelanggarnya bahkan tidak segera mengakui
pelanggaran yang telah dibuatnya setelah diberitahu atau diperingatkan tentang
kekeliruannya. Berbagai macam argumentasi yang tidak relevan sering mereka
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kemukakan. Hanya setelah mendapat ancaman sanksi yang lebih keras lagi, sang
pelanggar dengan tepaksa mau mengikuti aturan yang berlaku.
Dari uraian diatas maka penulis menyajikan beberapa hal yang berkaitan
dengan Kode Etik Jurnalistik menurut Undang-undang Pers tentang Kode Etik
Jurnalistik yang apabila hal ini tidak di laksanakan dalam kegiatan jurnalsitik maka
itu sebuah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik seperti: (1) Sumber Imajiner. Sumber
berita dalam liputan pers harus jelas dan tidak boleh fiktif. Artinya media tidak boleh
mempublikasikan berita yang tidak jelas sumbernya dari mana atau tidak sesuai fakta
(karangan). (2) Identitas dan Foto Korban Susila Anak-Anak Dimuat. Sesuai dengan
asas moralitas, menurut Kode Etik Jurnalistik, masa depan anak-anak harus
dilindungi. Oleh karena itu, jika ada anak di bawah umur, baik sebagai pelaku
maupun korban kejahatan kesusilaan identitasnya harus dilindungi. (3) Tidak Paham
Makna (Off the Record). Menurut Kode Etik Jurnalistik, wartawan wajib
menghormati ketentuan tentang off the record. Artinya, apabila narasumber sudah
mengatakan bahan yang diberikan atau dikatakannya adalah off the record, wartawan
tidak boleh menyiarkannya. Kalau wartawan tidak bersedia terikat dengan hal itu,
sejak awal ia boleh membatalkan pertemuan dengan narasumber yang ingin
menyatakan keterangan off the record. Begitu pula off the record tidak berlaku bagi
informasi yang sudah menjadi rahasia umum. Satu lagi, terdapat tradisi jurnalis
bahwa off the record tidak berlaku untuk opini. Dengan kata lain, off the record lebih
diutamakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan data dan fakta. Tetapi, kalau
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wartawan sudah bertemu dengan narasumber yang menyatakan keterangannya off the
record, ia terikat dengan kesepakatan ini. Apabila keterangan off the record disiarkan
juga, maka seluruh berita tersebut menjadi tangggung jawab wartawan atau pers yang
bersangkutan. Dalam hal ini narasumber dibebaskan dari segala beban tangung jawab
karena pada prinsipnya keterangan off the record harus dipandang tidak pernah
dikeluarkan oleh narasumber untuk disiarkan. Pemberitaan sesuatu yang off the
record sepenuhnya menjadi tangung jawab pers yang menyiarkannya. Jika hal ini
dilakukan wartawan maka media akan kehilangan kepercayaan dari narasumber. Ini
sudah tentu pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran semacam ini
menurunkan kredibilitas pers, sebab jika hal seperti ini sering terjadi maka
narasumber tidak akan lagi percaya kepada pers. (4) Tidak Memperhatikan
Kredibilitas Narasumber. (5) Melanggar Hak Properti Pribadi. Walaupun wartawan
dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh hukum, tidak berarti wartawan
dibolehkan untuk tidak menghormati hak-hak hukum yang dimiliki pihak lain.
Wartawan sebagai warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.
Batas-batas kemerdekaan wartawan, dalam situasi umum, adalah batas hak-hak
hukum yang dimiliki oleh pihak lain. Wartawan juga harus menghormati hak tersebut
karena rumah adalah milik pribadi orang lain yang keberadaannya sah dan diakui
oleh perundang-undangan. Maka apabila pemilik rumah ingin mempertahankan hak-
hak yang dimilikinya terhadap siapa pun, termasuk wartawan itu, hal tersebut diakui
dan dilindungi oleh hukum. Oleh sebab itulah maka memasuki rumah seseorang
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tanpa izin merupakan pelanggaran, dan risiko yang ada menjadi tanggung jawab
wartawan itu sepenuhnya. Di Amerika Serikat, apabila ada pihak yang tidak
dikehendaki memasuki rumah orang lain dan tidak mau pergi, kalau ditembak, maka
pihak yang masuk ke rumah itulah yang dianggap bersalah. Seharusnya wartawan
menunggu saja di luar pagar. Kalaupun tetap merasa memiliki kepentingan umum
dalam kasus ini, seharusnya wartawan melakukan peliputan dengan teknik
investigative reporting. Sebab, dalam peliputan investigatif, menurut mekanisme pers,
ketentuan hukum yang berlaku dapat memperoleh pengecualian untuk diterobos---
dengan catatan bahwa segala risiko tetap menjadi tangung jawab pers. (6)
Menyiarkan Gambar Ilustrasi Sembarangan, (7) Wawancara Fiktif. Pemasangan foto
atau penyiaran gambar ilustrasi dalam pers harus memperhatikan relevansi sosial
serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemasangan foto atau penyiaran
gambar illustrasi yang sembarangan dapat diterima dengan makna yang jauh
berlainan, dan karena itu dapat menjadi pelanggaran terhadap Kode Etik jurnalistik,
Misalnya satu koran membuat berita tentang banyaknya remaja putri yang menjadi
wanita panggilan atau menjajakan seks bebas. Pemuatan berita tersebut disertai satu
foto ilustrasi yang menggambarkan aktivitas sekelompok remaja puteri di suatu pusat
perbelanjaan. Para remaja puteri yang ada dalam foto ilustrasi itu sama sekali bukan
pelaku yang menjadi bahan laporan dan tidak ada kaitannya dengan pelaku. Dalam
caption atau teks gambar diterangkan, "Para remaja puteri di sebuah pusat
perbelanjaan." Pemuatan foto semacam ini melanggar Kode Etik Jurnalistik karena
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menyiarkan berita yang menyesatkan. Ilustrasi foto yang dimuat itu seakan-akan
menunjukkan atau merujuk kepada tulisan bahwa itulah para remaja puteri yang
"menjual diri" atau melakukan seks bebas.
(8) Tidak Memakai Akal Sehat (Common Sense). Banyak wartawan yang dalam
menyiarkan berita melupakan unsur akal sehat. Berita pers pada dasarnya tetap harus
mengacu kepada akal sehat atau common sense. Apabila ada berita yang berada di
luar akal sehat, harus dilakukan pengecekan berkali-kali sampai terbukti apakah
berita itu benar atau tidak. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah, pertama-tama,
wartawan harus lebih dahulu bersikap skeptis atau cenderung tidak percaya terhadap
berita yang tidak masuk akal, sampai memang terbukti sebaliknya bahwa berita itu
benar adanya. (9) Sumber Berita Tidak Jelas. Dalam liputan pers, sumber berita harus
jelas, adalah pelanggaran suatu media menyiarkan berita yang tidak jelas siapa
sumber dari informasi yang diberitakan tersebut. (10) Tidak Melayani Hak Jawab
Secara Benar. Hak Jawab merupakan hal yang sangat penting dalam mekanisme kerja
pers. Begitu pentingnya Hak Jawab sehingga soal ini diatur baik dalam tingkat
undang-undang maupun dalam Kode Etik Jurnalistik. Hak Jawab memiliki dimensi
demokratis dalam pers. Adanya Hak Jawab menyebabkan publik memiliki akses
kepada informasi pers dan sekaligus sebagai sarana untuk membela kepentingan
mereka terhadap informasi yang merugikan mereka atau kelompoknya. Maka baik
menurut undang-undang maupun Kode Etik Jurnalistik, pers wajib melayani hak
jawab. Pers yang tidak melayani hak jawab melanggar Kode Etik Jurnalistik (dan
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juga undang-undang). (11) Membocorkan Identitas Narasumber. Dalam kasus
tertentu wartawan mempunyai Hak Tolak, yakni hak untuk tidak mengungkapkan
identitas narasumber. Hak ini dipakai karena pada satu sisi pers membutuhkan
informasi dari narasumber yang ada, tetapi pada sisi lain keselamatan narasumber
(dan juga mungkin keluarganya) dapat terancam kalau informasi itu disiarkan. Untuk
menghadapi keadaan seperti itulah maka kemudian ada Hak Tolak. Pers dapat
meminta informasi dari narasumber, tetapi narasumber dapat pula meminta kepada
wartawan agar identitasnya tidak disebutkan. Kalau ada yang menanyakan sumber
informasi ini, pers berhak menolak menyebutkannya. Inilah yang dimaksud dengan
Hak Tolak. Sekali pers memakai Hak Tolak, maka pers wajib untuk terus melindungi
indentitas narasumbernya. Dalam keadaan ini seluruh tanggung jawab terhadap isi
informasi beralih kepada pers. Pers yang membocorkan identitas narasumber yang
dilindungi Hak Tolak melanggar hukum dan kode etik sekaligus. Tetapi, dalam
praktik, karena takut akan ancaman atau tidak mengerti makna kerahasiaan di balik
Hak Tolak, masih ada terbitan yang membocorkan identitas narasumber yang
seharusnya dirahasiakan, baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara diam-
diam.
Dari uraian diatas secara keseluruhan Harian Berita Kota Makassar selama ini
dalam pemberitaannya belum perna melakukan pemberitaan dengan kriteria berita
yang melanggar Kode Etik Jurnalistik. Seperti diungkapan Pimpinan redaksi harian
Berita Kota Makassar Muhammad Arsan Fitri saat diwawancarai mengenai pasal-
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pasal dalam Kode Etik Jurnalistik dengan pertanyaan: apakah perna memuat berita
yang melanggar Kode Etik Jurnalistik? jawab
“Harian Berita Kota Makassar selama ini dalam pemberitaannya belum perna
melakukan pemberitaan dengan kriteria berita yang melanggar pasal-pasal
dalm Kode Etik Jurnalistik”19
Tetapi dari beberapa poin yang disajikan mengenai Kode Etik Jurnalistik
diatas wartawan Harian Berita Kota Makassar Dalam proses pencarian berita
dilapangan terkadang masih ada maslah karena ketidakpahaman beberapa wartawan
terhadap Kode Etik Jurnalistik yang mengakibatkan melanggar kaidah-kaidah
jurnalistik, apalagi itu wartawan harian Berita Kota Makassar yang masi tergolong
masi baru (junior).
Sesuai dengan teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori
Gatekeeper yaitu penjagaan gerbang (seleksi) terhadap semua bahan-bahan informasi
yang berdatangan dari berbagai penjuru arah sumber informasi yang ada di kantor
redaksi. Hal ini dapat diartikan bahwa Gatekeeper Merupakan satu gerbang yang
bertugas menyeleksi bahan berita di redaksional. Gatekeeper bertugas untuk
menyeleksi berita-berita yang layak disiarkan, yang baik menjadi headline, dan yang
memiliki daya pikat yang menarik bagi informan yang membutuhkan informasi.
Di harian Berita Makassar yang menjadi Gatekeeper adalah pemimpin
redaksi. Berita yang dihasilkan wartawan selalu berakhir ruang redaksi untuk
dilakukan penyeleksian oleh pimpinan redaksi, apa berita yang dihasilkan oleh
wartawan layak di publikasikan atau tidak. Dari hasil seleksi tersebut  berita-berita
19 Wawancara, Muhammad Arsan Fitri, 26 Oktober 2012, warung kopi zone
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yang layak di publikasikan kemudian masuk keeditor untuk diedit. Oleh karena itu
pemberitaan yang di publikasi ke masyarakat sudah diminimalisir kesalahannya, baik
dari segi redaksi maupun dari Kode Etik Jurnalistik. Seperti diungkapkan pimpinan
redaksi harian Berita Kota Makassar Muhammad Arsan Fitri:
“Berita yang di hasilkan oleh wartawan di lapangan tidak langsung di
publikasikan, tetapi melewati beberpa proses. Mulai dari mengumpulkan
semua berita yang di hasilkan oleh para wartawan untuk di seleksi layak
tidaknya berita dipublikasikan, temasuk melihat unsur berita tersebut
melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak. Kalau ada unsur pelanggaran,
suatu berita langsung di cut. Tidak samapai disitu saja berita yang telah
diseleksi masuk ke editor untuk dilakukan pengeditan sebelum beita-berita
tersebut dilayout kemudian dipublikasikan. Begitulah kerja kami di harian
Berita Kota Makassar dan saya pikir media lain juga sperti prosesnya.
Kalaupun ada pemberitaan yang mendapat tanggapan dari narasumber yang
merasa di rugikan oleh pemberitaan harian berita Berita Kota Makassar itu
bukan kategori pelanggaran Kode Etik jurnalistik melainkan kesalahan biasa
yang saya anggap bukan hal yang fatal. Tetapi sudah tentu itu menjadi bahan
evaluasi, sehingga kesalahan-kesalahan bisa diminimalisir”20.
Dari data yang dan deskripsi diatas setidaknya memberikan gambaran bahwa
wartawan Harian Berita Kota Makassar dikategorikan tiga kategori yaitu pertama
tidak memahami Kode Etik Jurnalistik sama sekali, kedua memahami Kode Etik
Jurnalistik tapi tidak menyeluruh, dan ketiga paham terhadap Kode Etik Jurnalistik
secara keseluruhan, hal ini disebabkan beberapa faktor21:
1. Wartawan harian Berita Kota Makassar belum mempunyai skill jurnalis yang
memadai karena tidak semua wartawan berlatar belakang pendidikan jurnalis.
2. Tidak semua wartawan harian Berita Kota Makassar perna mengikuti
20 Wawancra, Muhammad Arsan Fitri, 26 Oktober 2012, warung kopi zone
21 Analisis data dari wawancara dengan semua informan terkait dengan pemahaman tentang
Kode Etik Jurnalistik .
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pelatihan jurnalistik yang fokus pada materi Kode Etik Jurnalistik
3. Meski diruang redaksi harian Berita Kota Makassar telah dilakukan
sosialisasi tentang Kode Etik Jurnalistik namun belum cukup untuk dipahami
oleh wartawan apalagi wartawan baru (junior).
Data diatas mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik juga menunjukan
meski tidak semua wartawan memahami Kode Etik Jurnalistik, data hasil wawancara
penulis dengan pimpinan redaksi Harian Berita Kota Makassar menunjukan secara
keseluruhan telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik secara baik22.
22 Analisis data dari wawancara dengan semua informan terkait dengan pemahaman tentang
Kode Etik Jurnalistik .
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dipaparkan, penulis mengambil kesimpulan bahwa:
Harian Berita Kota Makassar yang berskala besar belum sepenuhnya
memfasilitasi wartawannya untuk mempelajari dasar-dasar jurnalistik khususnya
Kode Etik Jurnalistik, walaupun sudah diadakan sosialisasi Kode Etik Jurnalistik
dalam bentuk mengadakan program pembekalan wartawan namun itu dirasa kurang
oleh penulis.
Meskipun masi ada wartawan yang belum sepenuhnya memahami Kode Etik
Jurnalistik dalam menjalankan tugas jurnalisnya di lapangan, namun menurut hasil
pengamatan dan wawancara penulis dengan wartawan yang menjadi informan dalam
penelitian ini secara keseluruhan harian Berita Kota Makassar telah menyajikan
berita kepada masyarakat, sudah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
Kesalahan dalam Kode Etik Jurnalistik Memang sulit dihapuskan. yang bisa
dilakukan adalah meminimalkannya kesalahan dan pelanggaran termasuk
pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
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B. Saran
Jika kita sepakat bahwa media massa ikut andil dalam menyulut tindak
penyelewengan Kode Etik Jurnalistik maka media massa juga harus
mampumempertanggung jawabkannya, ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan
untuk mengurangi kesalahan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik:
Pertama meskipun terbilang klasik, jurnalisme cover both sides (meliputi dua
sisi yang berbeda secara seimbang) dan peliputan secara adil masih menjadi salah
satu cara yang baik. Kesulitan yang kadang dihadapi oleh para jumalis adalah mereka
kesulitan untuk mendapatkan sumber dari dua belah pihak secara adil.
Ketidakseimbankan yang terpaksa diambil inilah pada akhirnya membuat masyarakat
marah, menuding media melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
Kedua, memberikan ruang gerak yang bebas kepada wartawan untuk meliput
tanpa ketertekanan. Ini juga masih dilematis. Sebab, masa efouria memberi
kecenderungan jumalis meliput apa saja dan di mana saja serta pada siapa saja.
Kondisi ini akan memunculkan sikap mau menang sendiri dalam meliput suatu
kejadian.
Kepada harian Berita Kota Makassar yang merupakan koran yang ada di
Makassar diharapkan lebih memberikan perhatian khusus kepada para wartawannya
untuk dapat mengetahui dasar-dasar jurnalistik terutama Kode Etik Jurnalistik
sehingga berita-berita yang disampaikan dapat bersifat berimbang dan tidak
merugikan banyak pihak, karena harian Berita Kota Makassar adalah perusahaan
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pers yang senantiasa memberikan informasi kepada masyarakat khususnya
masyarakat kota Makassar dan sekitarnya, perlu diadakannya pelatihan-pelatihan
guna menambah pengetahuan wartawan mengenai Kode Etik Jurnalistik sehingga
berita-berita yang disajikan oleh harian Berita Kota Makassar senantiasa mendapat
kepercayaan yang pasti dari masyarakat luas yang membacanya.
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Kode Etik Jurnalistik
Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia
yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk
memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan
meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan
pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa,
tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.
Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers
menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan
terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.
Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk
memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan
moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan
publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan
Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:
Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang
akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Penafsiran
1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara
hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain
termasuk pemilik perusahaan pers.
2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa
terjadi.
3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-
mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam
melaksanakan tugas jurnalistik.
Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
1. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
2. menghormati hak privasi;
3. tidak menyuap;
4. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
5. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara
dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara
berimbang;
6. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar,
foto, suara;
7. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain
sebagai karya sendiri;
8. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan
berita investigasi bagi kepentingan publik.
Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara
berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta
menerapkan asas praduga tak bersalah.
Penafsiran
1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang
kebenaran informasi itu.
2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada
masing-masing pihak secara proporsional.
3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini
berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi
wartawan atas fakta.
4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
Penafsiran
1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan
sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan
niat buruk.
3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto,
gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan
nafsu birahi.
5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan
waktu pengambilan gambar dan suara.
Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban
kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku
kejahatan.
Penafsiran
1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang
yang memudahkan orang lain untuk melacak.
2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum
menikah.
Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima
suap.
Penafsiran
1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil
keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum
informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari
pihak lain yang mempengaruhi independensi.
Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang
tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai
ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai
dengan kesepakatan.
Penafsiran
1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan
keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan
permintaan narasumber.
3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber
yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
4. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang
tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan
prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku,
ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan
martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Penafsiran
1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum
mengetahui secara jelas.
2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan
pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
Penafsiran
1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan
keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita
yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada
pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
Penafsiran
1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada
maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi
pokok.
Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara
proporsional.
Penafsiran
1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta
yang merugikan nama baiknya.
2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan
informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang
orang lain.
3. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan
Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi
wartawan dan atau perusahaan pers.
Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006
(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers
Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan
Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan
Dewan Pers)
DAFTAR WAWANCARA
Dalam proses penyelesain studi Strata Satu (S1) Jurusan Jurnalistik, guna
kelengkapan data skripsi di Koran Harian Berita Kota Makassar (BKM). Adapun
judul skripsi ini adalah “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada koran Harian
Berita Kota Makassar. Berikut Daftar Wawancara dengan Narasumber
1. Bagaimana pemahaman anda tentang Kode Etik Jurnalistik ?
2. Apakah harian Berita Kota Makassar tidak pernah melakukan pelatihan
jurnalistik terkait Kode Etik Jurnalistik?
3. Kenapa wartawan  Berita Kota Makassar  Harus Menaati Kode Etik
Jurnalistik
4. Adakah kesulitan apabila membuat pemberitaan yang sesuai dengan kode
etik
5. Seberapa besar Kode Etik Jurnalistik mempengaruhi pembuatan berita
yang dilakukan oleh wartawan?
6. Apakah harian Berita Kota Makassar perna memuat berita yang
melanggar Kode Etik Jurnalistik
7. Bagaimana  Penerapan KEJ oleh wartawan harian?
a) Bagaimana menurut anda pemberitaan wartawan Bandung Ekspres
terkait KEJ?
b) Apakah wartawan BKM terhindar dari kelompok tertentu?
8. Apa yang anda lakukan, Seandainya para wartawan suatu saat mendapat
tuduhan/gugatan terhadap tulisan yang mereka buat?.
Foto Penulis Dengan Pimpinan Redaksi Harian Berita Kota Makassar
Muhammad Arsan Fitri
Foto Kantor Haria Berita Kota Makassar
Foto Ruangan Redaksi Harian Berita Kota Makassar
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